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SESUAI dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  Pasal 54 : (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi 
kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan 
pendidikan.; (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, 
dan pengguna hasil pendidikan dan merujuk pada Permendikbud No. 28 Tahun 
2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah ,Ps 1 
ayat 1: “Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat kesesuaian antara 
penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar 
Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, maka 
kolaborasi penjaminan mutu pendidikan antar masyarakat, pemerintah daerah 
dan pemerintah adalah menjadi niscaya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar telah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah yang terdiri dari Sistem Mutu Internal (SPMI) dan Sistem 
Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, 
sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan seperti 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah
Pelaksanaan penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan dasar 
dan menengah oleh Pemerintah Daerah akan lebih terarah apabila terjalin 
kerjasama antara Pemerintah Daerah dan LPMP selaku kepanjangan tangan 
pemerintah melalui fasilitasi pengembangan TPMPD (Team Penjaminan 
Mutu Pendidikan oleh Pemerintah Daerah). Untuk melihat perkembangan dan 
efektifitas implementasi penjaminan mutu yang dilaksanakan, maka LPMP Bali 
melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi TPMPD secara berkala dan 
berkelanjutan, sebagai bagian upaya mendapatkan feed back dalam rekomendasi 
perbaikan dan peningkatan kinerja TPMPD Kabupaten/Kota dan TPMPD 
Provinsi.
Buku Kolaborasi Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan hasil kajian 
dari analisis hasil monitoring dan evaluasi TPMPD Kabupaten/Kota se-provinsi 
Bali dan TPMPD Provinsi Bali, yang diharapkan menjadi referensi peningkatan 
Kata Pengantar
vii
kerjasama dan kolaborasi penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah 
dan LPMP Bali.
Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku ini 
bisa diterbitkan sebagai bentuk tanggung jawab akademis dalam mengawal 
penjaminan mutu pendidikan khususnya di Provinsi Bali dan Nasional 
 Denpasar,  Januari 2019
 Kepala LPMP Bali
 I Made Alit Dwitama, ST,M.Pd.
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PUJI syukur kehadapan Hyang Widhi (TYME) kami haturkan sehingga buku Kolaborasi Penjaminan Mutu Pendidikan, kajian hasil analisis monitoring dan evaluasi team penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah dapat diterbitkan. 
Buku ini merupakan hasil pengkajian dari hasil analisis kegiatan monitoring dan 
evaluasi TPMPD tahun 2018, yang dilaksanakan di 9 (kabupaten/kota) dan di TPMPD 
Provinsi Bali dengan tujuan memberikan gambaran akademis terhadap efektifitas 
implementasi TPMPD di kabupaten/kota dan provinsi Bali.
Ucapan terimakasih kepada pihak-pihak terkait sehingga buku ini dapat kami 
selesaikan:
1. Bapak Made Alit Dwitama, ST, M.Pd, Kepala LPMP Bali atas semua bantuan 
dan koreksinya sekaligus selaku Editor buku Kolaborasi Penjaminan Mutu 
Pendidikan Pusat-Daerah
2. Bapak Rony Karsidi,SH,M.Hum, Kasubbag Umum LPMP Bali selaku Pejabat 
Pembuat Komitmen
3. Dra Ni Nyoman Yumiati,M.Pd, Kasi PMS LPMP Bali selaku penanggung 
jawab kegiatan Monev TPMPD Tahun 2018
4. Seluruh manajemen dan staf fungsional dan struktural di lingkup LPMP Bali, 
atas bantuan moril dan spiritual sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini 
dengan nyaman
5. Kepada Tim Penerbit, atas kerjasama dan bantuan teknisnya
6. Dan kepada pihak-pihak lainnya khusunya stake holder pendidikan dari seluruh 
pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi, atas kerjasama dan sharing 
informasinya
Semoga buku ini dapat memberikan manfaat langsung atau tidak langsung dalam 
penjaminan mutu pendidikan khususnya di kabupaten/kota provinsi Bali, terutama 
dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan Team Penjaminan Mutu Pendidikan 
oleh Pemerintah Daerah dalam Kolaborasi dengan LPMP Bali untuk peningkatan dan 
pemenuhan SNP satuan pendidikan secara terencana, terukur dan berkelanjutan.
Kritik dan saran untuk menyempurnakan buku ini sangat kami harapkan untuk 
bersama-sama mengawal penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, dan akhir 
kata kami ucapkan termakasih
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1.1 Latar Belakang
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen 
pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan 
nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu 
kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Selanjutnya dalam Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
diamanatkan bahwa pendidikan merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan urusan pendidikan 
ini, dalam lampiran undang-undang tersebut tertera dengan jelas pembagian 
kewenangan urusan pendidikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 
Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, ditegaskan 
bahwa satuan pendidikan harus menjalankan budaya mutu pendidikan. Untuk 
melaksanakan hal tersebut, satuan pendidikan akan disiapkan dan dibimbing oleh 
Dinas Pendidikan, LPMP, dan lembaga terkait lainnya. Dinas Pendidikan adalah 
lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan 
di wilayah sesuai kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, dibutuhkan 
suatu sistem dan mekanisme implementasi penjaminan mutu pendidikan 
untuk memberikan arahan/pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam 
menjalankan penjaminan mutu pendidikan. 
Pemberlakuan regulasi tentang otonomi daerah melalui Undang-undang 
tentang Pemerintahan Daerah (terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014) 
berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Kebijakan otonomi 
pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah sebagai 
lembaga pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi 
daerah. Keragaman potensi sumber daya pendidikan di daerah menyebabkan mutu 
lulusan sekolah sangat bervariasi. Keberadaan satuan pendidikan baik secara 
jenjang dan jenis yang tersebar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia 
memiliki keragaman kebutuhan masyarakat, layanan proses pendidikan, sarana 
dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta mutunya. 
3Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah 
merupakan tanggung jawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh 
pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan 
masing-masing serta peran serta masyarakat. Pada level Pemerintah Pusat 
(selanjutnya disebut Pemerintah) penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan 
dasar dan menengah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian 
Agama, dan Kementerian Dalam Negeri serta instansi terkait lainnya. Pada level 
Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP 
dan Kantor Wilayah Kementerian Agama, sedangkan pada level pemerintah 
daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 28 
Tahun 2016, satuan pendidikan harus menjalankan budaya mutu pendidikan. 
Guna mencapai terjadinya budaya mutu di satuan pendidikan, satuan pendidikan 
akan disiapkan dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan dan Lembaga Penjaminan 
Mutu Pendidikan (LPMP) di wilayah provinsi. Guna menjamin terlaksananya 
penjaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, perlu 
dikembangkan suatu sistem dan mekanisme implementasi penjaminan mutu 
pendidikan untuk memberi arahan/pedoman bagi semua pemangku kepentingan 
dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan. 
Sejalan dengan semangat perubahan yang menjadi target pembangunan 
2015-2019, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan melalui pelaksanaan sistem 
penjaminan mutu pendidikan. Target-target progresif ini disusun oleh pemerintah 
untuk menjamin layanan pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi 
muda yang unggul dan berkarakter untuk menyongsong era globalisasi
Pemerintah menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan 
oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk : 
a. Memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan untuk SD dan SMP 
(Pemerintah Kabupaten/Kota) serta untuk SMA dan SMK (Pemerintah 
Provinsi), mulai dari pemetaan mutu pendidikan, perencanaan program 
peningkatan mutu, pendampingan dan pemberian fasilitasi kepada 
satuan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar 
dan menengah untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). 
b. Memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam membina 
sekolah untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka 
budaya mutu dan mengimbaskannya ke sekolah lain di daerah
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1.2. Ruang Lingkup
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, 
pemerintah daerah dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dibantu 
oleh Tim Penjamin Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD). Tim ini dibentuk oleh 
dinas pendidikan dengan tugas sebagai berikut sebagai berikut. 
a. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi 
terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI; 
b. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI pada satuan 
pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi 
mutu pendidikan di daerah; dan 
c. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan 
di daerah kepada pemerintah daerah.
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2.1. Struktur dan Konsep SPME
Seperti disajikan pada Gambar 2.1, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 
dilakukan oleh Badan/Lembaga Standar Pendidikan, Badan/Lembaga Akreditasi 
Satuan Pendidikan, Pemerintah (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah), dan Pemerintah Daerah. 
Gambar 2.1. Sistem Penjaminan Mutu External
Pada Gambar 2.1 terlihat bahwa posisi LPMP merupakan kepanjangan 
tangan Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah. Peran LPMP adalah melaksanakan pemetaan mutu pendidikan di 
wilayah binaan masing-masing dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi ke 
sekolah dalam penjaminan mutu pendidikan. 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 
2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, 
LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, selain menjalankan fungsi 
7pelaksanaan urusan administrasi, LPMP menyelenggarakan fungsi : 
a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 
b. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan 
dasar dan pendidikan menengah; 
c. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam 
pencapaian standar nasional pendidikan; 
d. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan 
dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan; 
dan 
e. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan.
2.2.  Pembagian Tugas Lembaga Dalam Sistem 
 Penjaminan Mutu Eksternal 
Agar tercipta keharmonisan antar lembaga dalam pelaksanaan SPME, 
disusun pembagian tugas sebagai berikut. 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah : 
a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 
pengembangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen; 
b. Menyusun dan mengembangkan pedoman SPMI-Dikdasmen; 
c. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi 
terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen; 
d. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi 
terhadap SDM pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan 
SPME; 
e. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen 
berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan; 
f. Dalam menjalankan peran tersebut, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu oleh Lembaga 
Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 
 
Pemerintah Provinsi 
Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Provinsi sebagai representasi 
Pemerintah Provinsi dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan : 
a. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi 
terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen; 
b. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen 
berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan 
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 
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c. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi 
terhadap SDM pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan 
SPME; 
d. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan 
di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota kepada Dirjen Dikdasmen 
berdasarkan pemetaan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan 
kabupaten/ kota sesuai kewenangan dan wilayahnya; dan 
e. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan 
di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota kepada Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dalam menjalankan peran tersebut, Pemerintah Provinsi dibantu oleh Tim 
Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi (TPMP Provinsi).
Pemerintah Kabupaten/Kota
Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai representasi 
Pemerintah Provinsi dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan:
a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 
pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar; 
b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, 
dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-
Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar; 
c. Memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-
Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi 
dalam sistem informasi mutu pendidikan; 
d. Melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan 
sesuai dengan kewenangannya; dan 
e. Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan 
hasil pemetaan mutu pendidikan
Dalam menjalankan peran tersebut, Pemerintah Provinsi dibantu oleh Tim 
Penjaminan Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota (TPMP Kabupaten/Kota).
2.3. Team Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD)
Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penjaminan 
mutu pendidikan adalah: (i) Pemetaan mutu di satuan pendidikan, (ii) Fasilitasi 
penjaminan mutu pendidikan ke sekolah, (iii) Implementasi Sistem Penjaminan 
Mutu Internal (SPMI) di satuan pendidikan hingga terwujudnya budaya mutu 
di satuan pendidikan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah melalui kerja sama yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan
9Gambar 2.2. Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di Daerah oleh TPMPD
Dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dikembangkan 
oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Daerah 
mempunyai tugas dan fungsi untuk mengawal semua proses dan pelaksanaan 
penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal dengan pembagian 
tugas yang relevan. 
Gambar 3.3 memperlihatkan secara lebih rinci tugas Pemerintah Daerah 
dalam penjaminan mutu pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMPDM), langkah pertama yang harus 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah melaksanakan pendataan mutu dan 
penyusunan rencana peningkatan mutu pendidikan. Melalui tahap pengelolaan 
data mutu, data mutu yang dihasilkan diolah menjadi peta mutu. Berdasarkan 
pemetaan mutu disusun Rekomendasi Strategi Peningkatan Mutu sebagai bahan 
penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan. Rencana Strategis 
Peningkatan Mutu Pendidikan disosialisasikan kepada pemangku kepentingan 
lain sebagai awal dari pengembangan kerja sama untuk peningkatan mutu 
pendidikan dasar dan menengah di daerah
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Gambar 2.3. Diagram Alur Tugas Pemerintah Daerah (TPMPD)
 
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dibentuk oleh 
Pemerintah Daerah yang dimotori oleh Dinas Pendidikan. TPMPD diketuai oleh 
Sekretaris Dinas Pendidikan (ex-officio) dengan anggota dari Dinas Pendidikan 
(Bidang-bidang), Bappeda, Dewan Pendidikan, LPTK/Perguruan Tinggi, dan 
Koordinator Pengawas. Bagi TPMPD Provinsi diharapkan ada anggota dari 
Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
Tugas utama TPMPD sebagai wakil Pemerintah Daerah dalam penjaminan 
mutu pendidikan, yang meliputi: (1) Pemetaan Mutu Pendidikan, (2) Penyusunan 
Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan di Daerah, (3) Pengembangan 
Organisasi Penjaminan Mutu di Daerah, (4) Fasilitasi Peningkatan Mutu 
Pendidikan, (5) Pengembangan Sekolah Model dan Pengimbasannya, (6) 
Pengembangan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan Lain, dan (7) 
Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPMPDM di Daerah, (8) Kebutuhan 
Kompetensi SDM Dalam Pelaksanaan SPMDM oleh Pemerintah Daerah, dan 
(9) Roadmap Sekolah Budaya Mutu
(1) Pemetaan Mutu Pendidikan
Pelaksanaan pembangunan pendidikan khususnya dalam pemenuhan mutu 
pendidikan baik di pusat maupun di daerah harus disusun berdasarkan fakta yang 
terjadi di sekolah. Sebagai penanggung jawab urusan wajib pendidikan di daerah, 
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pemerintah daerah harus memiliki data mutu pendidikan. Namun demikian 
hampir seluruh daerah Indonesia memiliki keterbatasan dalam menyediakan data 
mutu pendidikan sehingga intervensi yang dilakukan dalam peningkatan mutu 
pendidikan sering kali tidak dilakukan berbasis data mutu yang akurat. 
Pemetaan mutu pendidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan 
mengintegrasikan berbagai sumber data mutu baik di pusat ,maupun di sekolah 
untuk memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang 
capaian pemenuhan standar nasional pada satuan pendidikan dari mulai tingkat 
satuan pendidikan, kabupaten/ kota, provinsi, dan nasional sesuai dengan Standar 
Nasional Pendidikan. Pemetaan mutu dilakukan secara bertingkat dimulai di 
satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Peta mutu pendidikan 
dikembangkan dari data mutu wilayah yang diperoleh dari hasil pengumpulan 
data mutu di satuan pendidikan. Pengumpulan data mutu pendidikan dilaksanakan 
dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh pemerintah. Instrumen 
diisi oleh satuan pendidikan dan diserahkan kepada pengawas bersama data 
pendukungnya. Dalam hal satuan pendidikan menggunakan instrumen 
pemetaan yang dikembangkan oleh pemerintah dalam melakukan evaluasi diri, 
satuan pendidikan cukup menyerahkan instrumen yang telah diisi beserta data 
pendukungnya. 
Setelah data terkumpul, pengawas sekolah melakukan verifikasi dan validasi 
data sehingga dapat diperoleh data yang benar-benar valid. Jika pengawas 
menemukan data yang tidak akurat, pengawas harus melakukan verifikasi data 
ke satuan pendidikan untuk membina satuan pendidikan agar memperbaiki data 
tersebut. Data dan informasi tambahan spesifik wilayah adalah data lain selain data 
pendidikan yang erat kaitannya dengan pendidikan seperti demografi, geografi, 
infrastruktur daerah, dan kondisi sosial-ekonomi daerah. Data mutu Wilayah 
terdiri atas data mutu kabupaten/kota dan data mutu provinsi. Berdasarkan data 
mutu wilayah,pengelolaan data mutu, kemudian dikembangkan peta mutu. 
Dengan adanya peta mutu, dapat disusun rekomendasi strategi peningkatan mutu 
pendidikan di daerah. 
Mekanisme pengumpulan data dan manajemen data hingga tersusunnya peta 
mutu dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di daerah adalah 
seperti yang terlihat pada Gambar 2.4.
12
KOLABORASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Kajian Hasil Analisis Monev SPME-TPMPD
Gambar 2.4. Skema Pemetaan Mutu Pendidikan di Daerah
(2) Penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan di Daerah
Sebagai landasan dalam implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan 
dan peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing, diperlukan Rencana 
Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah. Penyusunan Rencana Strategis 
Peningkatan Mutu Daerah dimulai dengan persiapan dan diakhiri dengan 
diseminasi Rencana Strategis PMP Daerah seperti terlihat pada Gambar 2.5
Gambar 2.5. Diagram Alur Penyusunan Renstra Peningkatan Mutu Pendidikan di Daerah
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Sebagaimana lazimnya penyusunan Rencana Strategis, langkah awal adalah 
pengumpulan data dan informasi kondisi lingkungan di daerah masing-masing. 
Berdasarkan data dan informasi kondisi lingkungan pendidikan dan rekomendasi 
strategi peningkatan mutu pendidikan, kemudian dirumuskan isu-isu strategis 
masalah mutu pendidikan. Selanjutnya dirumuskan visi dan misi penjaminan 
mutu pendidikan, tujuan, dan sasaran peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan 
rumusan sasaran dan tujuan kemudian dirumuskan Strategi dan Kebijakan, 
Program Kerja, dan Indikator Kinerja. 
Selanjutnya Rancangan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah di daerah masing-masing diuji publik guna mendapat 
masukan dan koreksi dari pemangku kepentingan hingga akhirnya diperoleh 
Rancangan Akhir Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah. Renstra tersebut kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan 
atau Pimpinan Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) untuk kemudian 
didiseminasikan ke masyarakat dan pemangku pendidikan di daerah masing-
masing. Teknik penyusunan Rencana Strategis Penjaminan Mutu Pendidikan 
hampir sama dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan (Renstra 
SKPD/OPD) di masing-masing daerah.
(3) Pengembangan Organisasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Daerah
Agar implementasi penjaminan mutu pendidikan lebih terarah, pembentukan 
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) sangat penting. Keberadaan 
TPMPD juga ditegaskan pada Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 Tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
Gambar 2.6. Pengembangan Organisasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Daerah
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Struktur Organisasi TPMPD didasarkan pada analisis kebutuhan yang 
mungkin berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal yang penting 
dalam pengembangan organisasi TPMPD adalah pengembangan SDM 
penjaminan mutu pendidikan di daerah yang mampu melaksanakan bimbingan 
teknis dan pendampingan ke sekolah dalam hal pengembangan sekolah model 
dan fasilitasi penerapan SPMI di semua sekolah, serta melakukan monitoring 
dan evaluasi. Gambar 2.6 memperlihatkan skema pengembangan organisasi 
penjaminan mutu pendidikan di daerah
(4) Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
Fasilitasi merupakan upaya untuk menjamin terwujudnya implementasi 
SPMI di seluruh satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah di 
seluruh Indonesia. Guna menjamin terlaksananya fasilitasi yang efektif ke satuan 
pendidikan diperlukan infrastruktur dan SDM yang andal yang dikembangkan 
berdasarkan analisis kebutuhan dengan memperhatikan Pedoman, Petunjuk 
Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis yang tersedia. Skema fasilitasi peningkatan 
mutu pendidikan disajikan pada Gambar 2.7.
Pada Gambar 4.5 terlihat bahwa fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terdiri 
atas fasilitasi peningkatan mutu manajemen sekolah dan fasilitasi peningkatan 
mutu pembelajaran yang berkaitan dengan 8 SNP. Peningkatan mutu manajemen 
sekolah meliputi Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar 
Pembiayaan, dan Standar Pendidik danTenaga Kependidikan. Sementara itu 
Fasilitasi Peningkatan Mutu Pembelajaran meliputi Standar Kompetensi Lulusan, 
Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. 
Guna mengoptimalkan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan 
oleh pemerintah daerah, diperlukan SDM yang andal sesuai dengan tugas yang 
akan dilakukan pada setiap kegiatan penjaminan mutu pendidikan. SDM yang 
diperlukan adalah SDM yang menguasai substansi penjaminan mutu pendidikan 
dan SDM yang mampu melaksanakan kegiatan penunjang. SDM tersebut juga 
harus memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
SDM yang menguasai substansi penjaminan mutu pendidikan antara lain 
adalah SDM yang menguasai SNP, analisis data mutu pendidikan, perencanaan 
pendidikan, audit mutu pendidikan, dan peningkatan mutu pendidikan (dalam 
konteks Kurikulum Nasional). SDM yang mampu melakukan kegiatan penunjang 
antara lain SDM yang mampu melaksanakan manajemen data (pengumpulan, 
verifikasi, dan validasi data), dan analisis data (peta mutu), mempersiapkan 
fasilitator, serta mampu melakukan koordinasi, sosialisasi, promosi, kerja sama, 
monitoring dan evaluasi, teknik pendampingan, dan pengelolaan pelatihan. 
Dalam hal ini SDM yang menguasai substansi penjaminan mutu pendidikan dapat 
bertugas pada kegiatan penunjang bila memiliki kualifikasi di bidang tersebut. 
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(5) Pengembangan Sekolah Model dan Pengimbasan
Pengembangan sekolah model ditujukan untuk mengembangkan percontohan 
sekolah yang menerapkan PMP secara mandiri. Sekolah model dikembangkan 
untuk memberikan gambaran langsung peningkatan mutu pendidikan kepada 
sekolah lain yang akan menerapkan PMP. Pengembangan sekolah model 
oleh pemerintah daerah dapat dilakukan apabila telah terbentuk TPMPD serta 
penyiapan infrastruktur dan penyiapan SDM.
Pengembangan Sekolah Model dan pengimbasannya dilakukan melalui 
beberapa tahap kegiatan seperti terlihat ada Gambar 2.7, yaitu; (1) Seleksi dan 
penetapan sekolah model dan sekolah imbas, (2) Pelatihan SPMI untuk sekolah 
model dan sekolah imbas, (3) Implementasi SPMI di sekolah model dan sekolah 
imbas. Pada tahap pelatihan dan tahap implementasi, dilakukan pendampingan 
oleh SDM yang terpilih (Tahap 4). Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi 
sekolah model dan sekolah imbas oleh TPMPD (Tahap 5), dan terakhir disusun 
Laporan pengembangan sekolah model dan sekolah imbas (Tahap 6).
Gambar 2.7. Pengembangan Sekolah Model dan Pengimbasan
Tahap-tahap dalam pengembangan sekolah model dijelaskan pada Petunjuk 
Teknis tersendiri. Namun, sebagai gambaran, pengimbasan dari sekolah model 
(disebut Sekolah Inti) ke Sekolah Imbas adalah sebagai berikut: Sebanyak 2 
– 3 orang perwakilan sekolah imbas mengikuti pelaksanaan pendampingan 
di Sekolah Inti. Satu Sekolah Inti dapat membina hingga 5 Sekolah Imbas di 
sekitarnya
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(6) Pengembangan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan Lain
Pelaksanaan penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan dasar 
dan menengah oleh Pemerintah Daerah akan lebih terarah apabila terjalin 
kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan lain, seperti 
DPRD, LPMP, LPTK, PT lain, Dewan Pendidikan, dunia industri/dunia usaha 
(DUDI), dan organisasi kemasyarakatan. Dengan memperhatikan Pedoman, 
Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis dilakukan pemetaan tugas dan 
fungsi penjaminan mutu yang perlu bantuan atau perlu kerjasama dengan pihak 
lain. Selanjutnya dilakukan identifikasi lembaga yang akan diajak kerjasama. 
Agar kerjasama memiliki legalitas, dibuat Naskah Kesepahaman (MoU) yang 
ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah terjalin kerjasama, selanjutnya 
dilakukan implementasi kerjasama tersebut. Selama pelaksanaan kerjasama 
dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) secara periodik. Berdasarkan hasil 
Monev dibuat Laporan Pelaksanaan PMP di daerah. Skema kerjasama antara 
Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan lain dapat dilihat pada 
Gambar 2.8
 
Gambar 2.8. Skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan Lain.
2.4. Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPME di Daerah
Pelaksanaan penjaminan mutu di daerah perlu dimonitor dan dievaluasi 
secara periodik. Dengan demikian dapat diketahui hasil yang dicapai pada 
akhir setiap periode dan dilakukan revisi sasaran (peningkatan atau penurunan) 
yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan. 
Monitoring dan Evaluasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah seperti pada 
Gambar 2.9
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Gambar 2.9. Langkah Monitoring dan Evaluasi SPME oleh TPMPD di Daerah
Langkah dalam Monitoring dan Evaluasi dimulai dengan Identifikasi 
Substansi Monev   (Langkah 1) dan diakhiri dengan Penyusunan Laporan Monev 
(Langkah 7). Setelah identifikasi, langkah kedua adalah penyusunan instrumen 
monev. Selanjutnya dilakukan Penyusunan Rancangan Monev (Langkah 3), 
Penyiapan Instruktur dan SDM (Langkah 4), Penyusunan Jadwal Monev 
(Langkah 5), dan Pelaksanaan Monev (Langkah 6). Monev dilakukan dengan 
observasi, wawancara dan diskusi. Observasi dilakukan dengan melakukan 
pengamatan langsung implementasi PMP dengan menggunakan instrumen yang 
telah disiapkan. Wawancara dapat dilakukan dengan metode in-depth interview, 
sedangkan diskusi dapat dilakukan melalui focus group discussion (FGD).
Monitoring dan evaluasi fasilitasi kepada pemerintah daerah dilakukan 
pada akhir tahun anggaran. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui 
kendala dan dampak dalam menerapkan SPMP. Monitoring dan evaluasi 
dilakukan oleh LPMP/ fasilitator daerah dengan melibatkan komponen yang 
telah ditentukan Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada LPMP untuk 
kemudian dikompilasi dan dianalisis oleh LPMP agar dapat dilaporkan sebagai 
bahan evaluasi kebijakan dan strategi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan 
ke depan
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HASIL MONITORING 
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KEGIATAN monitoring dan evaluasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan External (SPME) yang dilaksanakan oleh Team Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dilaksanakan pada minggu kedua Bulan Juli 2018 di sembilan kabupaten/kota di Provinsi 
Bali (Gambar 3.1. Provinsi Bali) yang terdiri dari: Kabupaten Badung, Gianyar, 
Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, Tabanan dan Jembrana, serta Kota 
Denpasar.
Untuk setiap kabupaten/kota kegiatan dibagi dalam dua tahap yaitu 
visitasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten/kota untuk melaksanakan wawancara 
dan FGD dengan TPMPD dan stake holder terkait, dilanjutkan dengan tahap 
kedua pada hari berikutnya adalah visitasi ke satuan pendidikan yang ditunjuk 
untuk melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi beberapa aspek/komponen 
impelementasi SPME/SPMI di satuan pendidikan.
Gambar 3.1. Sebaran Wilayah Penelitian di Provinsi Bali 
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Teknik pengumpulan data melalui Instrumen monitoring dan evaluasi SPME 
dengan strategi wawancara dan FGD dengan Team Penjaminan Mutu Pendidikan 
Daerah (TPMD) dengan fokus pada pemantauan proses Sistem Penjaminan Mutu 
Eksternal yang dilaksanakan oleh TPMPD dan proses yang berkaitan dengan 
fasilitasi dan pendampingan TPMPD dalam implementasi Sistem Penjaminan 
Mutu Internal (SPMI) di satuan pendidikan
Hasil monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dengan metode statistik 
deskriptif dengan informasi efektifitas capaian masing-masing dimensi/komponen 
yang dievaluasi, dimana Kategori efektifitas capaian dilaksanakan melalui pakar 
judgment sebagai berikut:  (capaian < 50% disebut tidak efektif; 50 <= capaian < 
67 disebut cukup efektif; capaian>= 67 disebut efektif). Sementara rekomendasi 
dari capaian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif berbasis pada bukti fisik 
seperti dokumen dan POS penjaminan mutu pendidikan yang relevan 
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petugas TPMPD dalam 
pelaksanaan SPME melalui 
refresh dan update POS dan 
dokumen pendukung lainnya




 SK yang telah ada perlu 
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dengan optimal
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5 Analisis hasil 
pemetaan (raport 
mutu 2017) menjadi 
informasi mutu 
pendidikan
100,00 Efektif Dilakukan tindak lanjut dan 
analisis kebutuhan untuk 
peningkatan mutu berkelanjutan 








Peta mutu pendidikan 
menjadi referensi utama 
dalam pembuatan rencana 
pembangunan pendidikan 
daerah dan dilengkapai 








Pelaksanaan tindak lanjut 
dari dokumen atau penyiapan 
dokumen kerjasama (MOU) 
dengan stake holder yang 
relevan
8 Penyusunan Road Map 
/ peta jejak penerapan 






road map dan perencanaan 
peningktan mutu pendidikan 
melalui pengembangan sistem 
informasi terpadu pelaksanaan 
SPMI di sekolah
9 Pendampingan 





program TPMPD dengan 
perencanaan program SPMI 
di sekolah dan melaksanakan 
sesuai dengan jadwal yang 
disepakati
10 Monitoring 





dan evaluasi secara berkala 
dengan melibatkan lebih banyak 
anggota untuk identifikasi 
kendala dan solusi pelaksanaan 
SPME/SPMI
 Secara umum 
kegiatan TPMPD di 
Dinas Pendidikan 
Kabupaten Gianyar
73,33 Efektif Integrasi ke dalam RPJMD 
dan RKT/RKA Daerah
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Peta mutu sekolah perlu 
dianalisis lebih lanjut untuk 
mendapatkan gambaran 
kekuatan dan kelemahan 
pencapaian SNP sebagai 
bahan rekomendasi pihak 
sekolah dalam SPMI dan pihak 
external dalam SPME dalam 
meningkatkan mutu secara 
berkelanjutan




Frekuensi dan koordinasi 
kegiatan TPMPD untuk SPMI 
perlu ditingkatkan sebagai 
upaya peningkatan pelayanan 
publik oleh pemerintah daerah 
 b. Instrumen fasilitasi 66,67 Cukup 
Efektif
Pengembangan instrumen 
fasilitasi dilakukan berbasis 
kebutuhan kegiatan SPME dan 
SPMI yang relevan 
 c. Kegiatan 
Peningkatan mutu 
berdasarkan Peta mutu 
66,67 Cukup 
Efektif
TPMPD perlu memfasilitasi 
kegiatan peningkatan mutu 
berbasis analisis peta mutu 
sehingga upaya peningkatan 
mutu dilaksanakan sesuai 
dengan pedoman dan regulasi 
yang ada




TPMPD harus mulai 
bekerjasama untuk sosialisasi 
hasil SPME kepada seluruh 
anggota sesuai dengan 
pembagian tugas dan fungsi 
yang inline dengan instansi 
masing-masing disamping 
memfasilitasi pengimbasan hasil 
SPMI antar-inter sekolah




Secara bertahap TPMPD perlu 
melaksanakan sinkronisasi 
program kerja dalam SPME 
yang disesuaikan dengan jadwal 
dan siklus SPMI di masing-
masing sekolah
25




Tindak lanjut hasil monitoring 
dan evaluasi menjadi 
rekomendasi yang akan 
digunakan sekolah dalam 
pengembangan SPMI dengan 
Tim Pengembang Penjaminan 
Mutu Pendidikan Sekolah
 Secara umum 
kegiatan TPMPD 
dalam SPME/SPMI 
di SD 1 Temesi
66,67 Cukup 
Efektif
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Rerata
Ketercapaian Kegiatan/Komponen/Indikator (dalam %)
Monev TPMPD di SDN 3 Bunutin, Bangli
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Kajian Hasil Analisis Monev SPME-TPMPD




1 Sosialisasi ke Pejabat 
Dinas Pendidikan/
Rapat Internal TPMPD
100,00 Efektif Pemahaman para pejabat 
dan petugas TPMPD perlu 
ditingkatkan kualitasnya dalam 
pelayanan SPME di daderahnya
2 Penyusunan SK/Revisi 
SK TPMPD
100,00 Efektif SK dan atau Revisi SK TPMPD 
dipertimbangkan untuk 
penilaian dan peningkatan 
kinerja untuk memberi motivasi 
peningkatan mutu berkelanjutan
3 Penyusunan Program 
Kerja TPMPD
100,00 Efektif Program kerja TPMPD perlu 
direview setiap semester atau 
setiap tahun untuk mengetahui 








Memerlukan dukungan seluruh 
stake holder untuk menguatkan 
peran TPMPD dan bisa menjadi 
sumber data/informasi yang 
dibutuhkan untuk penjaminan 
mutu pendidikan di daerah 
5 Analisis hasil 
pemetaan (raport 





dilaksanakan analisisi untuk 
mengindentifikasi kekuatan 
dan kelemahan sebagai bahan 
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Penyusunan Road Map / peta jejak penerapan…
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Rerata
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Peta Mutu  dan Rekomendasi jenjang:
a. Fasilitasi Sekolah melaksanakan SPMI
b. Instrumen fasilitasi
c. Kegiatan Peningkatan mutu berdasarkan Peta mutu
d. Strategi pengimbasan
a. Program Kerja TPMPD
b.  Pelaksanaan SPMI di Sekolah
Rerata
Ketercapaian Kegiatan/Komponen/Indikator (dalam %)











Peta mutu pendidikan 
menjadi referensi utama 
dalam pembuatan rencana 
pembangunan pendidikan 
daerah dan dilengkapai 








Pelaksanaan tindak lanjut 
dari dokumen atau penyiapan 
dokumen kerjasama (MOU) 
dengan stake holder yang 
relevan
8 Penyusunan Road Map 
/ peta jejak penerapan 






road map dan perencanaan 
peningktan mutu pendidikan 
melalui pengembangan sistem 
informasi terpadu pelaksanaan 
SPMI di sekolah
9 Pendampingan 





program TPMPD dengan 
perencanaan program SPMI 
di sekolah dan melaksanakan 
sesuai dengan jadwal yang 
disepakati
10 Monitoring 





monitoring dan evaluasi sebagai 
bagian terintegrasi dengan 
perencanaan program kerja 
TPMPD
 Secara umum 
kegiatan TPMPD di 
Dinas Pendidikan 
Kabupaten Bangli









Peta mutu sekolah perlu 
dianalisis lebih lanjut untuk 
mendapatkan gambaran 
kekuatan dan kelemahan 
pencapaian SNP sebagai 
bahan rekomendasi pihak 
sekolah dalam SPMI dan pihak 
external dalam SPME dalam 
meningkatkan mutu secara 
berkelanjutan
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Frekuensi dan koordinasi 
kegiatan TPMPD untuk SPMI 
perlu ditingkatkan sebagai upaya 
peningkatan pelayanan publik 
oleh pemerintah daerah 
 b. Instrumen fasilitasi 33,33 Belum 
Efektif
Perlu dilengkapai dengan 
instrumen fasilitasi agar kegiatan 
SPME dan SPMI dapat terukur 
tingkat keberhasilannya






TPMPD perlu mendorong 
sekolah untuk melaksanakan 
kegiatan pengembangan berbasis 
data dari peta mutu sehingga 
sekolah dapat meningkatkan 
akuntabilitas dan kinerja




TPMPD harus mulai 
bekerjasama untuk sosialisasi 
hasil SPME kepada seluruh 
anggota sesuai dengan 
pembagian tugas dan fungsi 
yang inline dengan instansi 
masing-masing disamping 
memfasilitasi pengimbasan hasil 
SPMI antar-inter sekolah




TPMPD perlu membantu 
dan bersama sekolah 
mengembangkan program kerja 
yang terukur dan terencana dan 
mempunyai komitmen dalam 
tanggung jawab masing-masing 
pelaksana untuk peningkatan 
mutu pendidikan di sekolah dan 
daerah




TPMPD melakukan fasilitasi 
dan pendampingan agar SPMI 
dapat dilaksanakan sesuai 
dengan siklus yang direncanakan
 Secara umum 
kegiatan TPMPD 
dalam SPME/SPMI 




Intervensi kebijakan dengan 
membentuk satuan tugas 





Gambar 3.6. Ketercapaian Hasil Monev TPMPD di Kabupaten Tabanan
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Rerata
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Monev TPMPD di SDN 2 Buahan
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100,00 Efektif  
2 Penyusunan SK/
Revisi SK TPMPD
100,00 Efektif  




Program Kerja TPMPD 
perlu ditindaklanjuti dengan 
berkoordinasi dan kerjasama 
seluruh komponen sehingga 







Memerlukan dukungan seluruh 
stake holder untuk menguatkan 
peran TPMPD dan bisa menjadi 
sumber data/informasi yang 
dibutuhkan untuk penjaminan 
mutu pendidikan di daerah 
5 Analisis hasil 
pemetaan (raport 





dilaksanakan analisisi untuk 
mengindentifikasi kekuatan 
dan kelemahan sebagai bahan 












Peta mutu pendidikan 
menjadi referensi utama 
dalam pembuatan rencana 
pembangunan pendidikan 
daerah dan dilengkapai 








Pelaksanaan tindak lanjut 
dari dokumen atau penyiapan 
dokumen kerjasama (MOU) 
dengan stake holder yang 
relevan
8 Penyusunan Road 
Map / peta jejak 
penerapan SPMI 






road map dan perencanaan 
peningktan mutu pendidikan 
melalui pengembangan sistem 
informasi terpadu pelaksanaan 
SPMI di sekolah
9 Pendampingan 





program TPMPD dengan 
perencanaan program SPMI 
di sekolah dan melaksanakan 
sesuai dengan jadwal yang 
disepakati
10 Monitoring 





monitoring dan evaluasi sebagai 
bagian terintegrasi dengan 
perencanaan program kerja 
TPMPD
 Secara umum 
kegiatan TPMPD di 
Dinas Pendidikan 
Kabupaten Tabanan 





1 Peta Mutu  dan 
Rekomendasi jenjang:
100,00 Efektif Peta mutu untuk sekolah 
dijadikan dasar dan sumber data 
perencanaan pengembangan 
sekolah dalam RKS/RKAS dan 
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Frekuensi dan koordinasi 
kegiatan TPMPD untuk SPMI 
perlu ditingkatkan sebagai 
upaya peningkatan pelayanan 
publik oleh pemerintah daerah 
 b. Instrumen fasilitasi 66,67 Cukup 
Efektif
Pengembangan instrumen 
fasilitasi dilakukan berbasis 
kebutuhan kegiatan SPME dan 
SPMI yang relevan 
 c. Kegiatan 
Peningkatan mutu 
berdasarkan Peta mutu 
66,67 Cukup 
Efektif
TPMPD perlu memfasilitasi 
kegiatan peningkatan mutu 
berbasis analisis peta mutu 
sehingga upaya peningkatan 
mutu dilaksanakan sesuai 
dengan pedoman dan regulasi 
yang ada




TPMPD harus mulai 
bekerjasama untuk sosialisasi 
hasil SPME kepada seluruh 
anggota sesuai dengan 
pembagian tugas dan fungsi 
yang inline dengan instansi 
masing-masing disamping 
memfasilitasi pengimbasan 
hasil SPMI antar-inter sekolah




Secara bertahap TPMPD perlu 
melaksanakan sinkronisasi 
program kerja dalam SPME 
yang disesuaikan dengan jadwal 
dan siklus SPMI di masing-
masing sekolah




TPMPD melakukan fasilitasi 
dan pendampingan agar 
SPMI dapat dilaksanakan 
sesuai dengan siklus yang 
direncanakan
 Secara umum 
kegiatan TPMPD 
dalam SPME/SPMI 
di SD 2 Buahan
66,67 Cukup 
Efektif





Gambar 3.8. Ketercapaian Hasil Monev TPMPD di Kabupatn Badung




1 Sosialisasi ke Pejabat 
Dinas Pendidikan/
Rapat Internal TPMPD
100,00 Efektif Pemahaman para pejabat 
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b. Instrumen fasilitasi
c. Kegiatan Peningkatan mutu berdasarkan Peta mutu
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a. Program Kerja TPMPD
b.  Pelaksanaan SPMI di Sekolah
Rerata
Ketercapaian Kegiatan/Komponen/Indikator (dalam %)
Monev TPMPD di SD No 1 Abianbase
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2 Penyusunan SK/Revisi 
SK TPMPD
100,00 Efektif SK dan atau Revisi SK TPMPD 
dipertimbangkan untuk 
penilaian dan peningkatan 
kinerja untuk memberi motivasi 
peningkatan mutu berkelanjutan
3 Penyusunan Program 
Kerja TPMPD
100,00 Efektif Program kerja TPMPD perlu 
direview setiap semester atau 
setiap tahun untuk mengetahui 









internal dengan stake holder 
daerah untuk mengembangkan 
kesadaran penjaminan mutu 
pendidikan melalui TPMPD
5 Analisis hasil pemetaan 





dilaksanakan analisisi untuk 
mengindentifikasi kekuatan 
dan kelemahan sebagai bahan 








Peta mutu pendidikan 
menjadi referensi utama 
dalam pembuatan rencana 
pembangunan pendidikan 
daerah dan dilengkapai 









komunikasi dengan organisasi 
dan atau in instansi yang 
relevan dan berkepentingan 
untuk peningkatan mutu 
pendidikan 
8 Penyusunan Road Map 
/ peta jejak penerapan 
SPMI di seluruh satuan 
pendidikan di Kab/
kota/Provinsi
100,00 Efektif Tindak lanjut road map (blue 
print) berbasis peta mutu 
pendidikan untuk mencapai 
standar nasional pendidikan 
secara terpadu dan trencana
9 Pendampingan 
Pelaksanaan SPMI di 
Satuan Pendidikan
100,00 Efektif Tindak lanjut kegiatan 
pendampingan SPMI oleh 
TPMPD berbasis proses dengan 
melibatkan lebih banyak stake 











monitoring dan evaluasi sebagai 
bagian terintegrasi dengan 
perencanaan program kerja 
TPMPD
 Secara umum 
kegiatan TPMPD di 
Dinas Pendidikan 
Kabupaten Badung











Peta mutu sekolah perlu 
dianalisis lebih lanjut untuk 
mendapatkan gambaran 
kekuatan dan kelemahan 
pencapaian SNP sebagai 
bahan rekomendasi pihak 
sekolah dalam SPMI dan pihak 
external dalam SPME dalam 
meningkatkan mutu secara 
berkelanjutan




Perlu dilakukan upaya yang 
sistematis dan terencana 
sehingga sekolah mendapat 
pendampingan dan bimbingan 
TPMPD dalam melaksanakan 
SPMI sesuai dengan pedoman 
umum yang ditetapkan
 b. Instrumen fasilitasi 33,33 Belum 
Efektif
Perlu dilengkapai dengan 
instrumen fasilitasi agar 
kegiatan SPME dan SPMI dapat 
terukur tingkat keberhasilannya
 c. Kegiatan 
Peningkatan mutu 
berdasarkan Peta mutu 
33,33 Belum 
Efektif
TPMPD perlu mendorong 
sekolah untuk melaksanakan 
kegiatan pengembangan 
berbasis data dari peta mutu 
sehingga sekolah dapat 
meningkatkan akuntabilitas dan 
kinerja
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TPMPD harus mulai 
bekerjasama untuk sosialisasi 
hasil SPME kepada seluruh 
anggota sesuai dengan 
pembagian tugas dan fungsi 
yang inline dengan instansi 
masing-masing disamping 
memfasilitasi pengimbasan 
hasil SPMI antar-inter sekolah




TPMPD perlu membantu 
dan bersama sekolah 
mengembangkan program kerja 
yang terukur dan terencana dan 
mempunyai komitmen dalam 
tanggung jawab masing-masing 
pelaksana untuk peningkatan 
mutu pendidikan di sekolah dan 
daerah




TPMPD melakukan fasilitasi 
dan pendampingan agar 
SPMI dapat dilaksanakan 
sesuai dengan siklus yang 
direncanakan
 Secara umum 
kegiatan TPMPD 
dalam SPME/




Intervensi kebijakan dengan 
membentuk satuan tugas 
khusus untuk pendampingan 
SPMI di sekolah
Kabupaten Buleleng
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Rerata
Ketercapaian Kegiatan/Komponen/Indikator (dalam %)
Monev TPMPD di SDN 2 Banyuasri
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Rerata
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Monev TPMPD di SDN 2 Banyuasri
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100,00 Efektif  
2 Penyusunan SK/Revisi 
SK TPMPD
100,00 Efektif  




Program Kerja TPMPD 
perlu ditindaklanjuti dengan 
berkoordinasi dan kerjasama 
seluruh komponen sehingga 







Memerlukan dukungan seluruh 
stake holder untuk menguatkan 
peran TPMPD dan bisa menjadi 
sumber data/informasi yang 
dibutuhkan untuk penjaminan 
mutu pendidikan di daerah 
5 Analisis hasil 
pemetaan (raport 





dilaksanakan analisisi untuk 
mengindentifikasi kekuatan 
dan kelemahan sebagai bahan 








Peta mutu pendidikan 
menjadi referensi utama 
dalam pembuatan rencana 
pembangunan pendidikan 
daerah dan dilengkapai 








Pelaksanaan tindak lanjut 
dari dokumen atau penyiapan 
dokumen kerjasama (MOU) 
dengan stake holder yang 
relevan
8 Penyusunan Road 
Map / peta jejak 
penerapan SPMI 






road map dan perencanaan 
peningktan mutu pendidikan 
melalui pengembangan sistem 












program TPMPD dengan 
perencanaan program SPMI 
di sekolah dan melaksanakan 
sesuai dengan jadwal yang 
disepakati
10 Monitoring 





monitoring dan evaluasi sebagai 
bagian terintegrasi dengan 
perencanaan program kerja 
TPMPD
 Secara umum 
kegiatan TPMPD di 
Dinas Pendidikan 
Kabupaten Buleleng









Peta mutu sekolah perlu 
dianalisis lebih lanjut untuk 
mendapatkan gambaran 
kekuatan dan kelemahan 
pencapaian SNP sebagai 
bahan rekomendasi pihak 
sekolah dalam SPMI dan pihak 
external dalam SPME dalam 
meningkatkan mutu secara 
berkelanjutan




Perlu dilakukan upaya yang 
sistematis dan terencana 
sehingga sekolah mendapat 
pendampingan dan bimbingan 
TPMPD dalam melaksanakan 
SPMI sesuai dengan pedoman 
umum yang ditetapkan
 b. Instrumen fasilitasi 33,33 Belum 
Efektif
Perlu dilengkapai dengan 
instrumen fasilitasi agar 
kegiatan SPME dan SPMI dapat 
terukur tingkat keberhasilannya
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 c. Kegiatan 
Peningkatan mutu 
berdasarkan Peta mutu 
33,33 Belum 
Efektif
TPMPD perlu mendorong 
sekolah untuk melaksanakan 
kegiatan pengembangan 
berbasis data dari peta mutu 
sehingga sekolah dapat 
meningkatkan akuntabilitas dan 
kinerja




TPMPD harus berperan 
membimbing sekolah 
dalam SPME/SPMI untuk 
mengimbaskan hasil kegiatan 
peningkatan mutu kepada 
sekolah dan lingkungan 
sekolahnya mengingat SPMP 
adalah menjadi tanggung jawab 
semua




TPMPD perlu membantu 
dan bersama sekolah 
mengembangkan program kerja 
yang terukur dan terencana dan 
mempunyai komitmen dalam 
tanggung jawab masing-masing 
pelaksana untuk peningkatan 
mutu pendidikan di sekolah dan 
daerah




TPMPD melakukan fasilitasi 
dan pendampingan agar 
SPMI dapat dilaksanakan 
sesuai dengan siklus yang 
direncanakan
 Secara umum 
kegiatan TPMPD 
dalam SPME/SPMI 
di SD N 2 Banyuasri
38,10 Belum 
Efektif
Intervensi kebijakan dengan 
membentuk satuan tugas 
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1 Sosialisasi ke Pejabat 
Dinas Pendidikan/
Rapat Internal TPMPD
100,00 Efektif Pemahaman para pejabat 
dan petugas TPMPD perlu 
ditingkatkan kualitasnya dalam 
pelayanan SPME di daderahnya




 SK yang telah ada perlu 
direvisi sesuai dengan tugas dan 
fungsi anggota agar koordinasi 
kegiatan SPME dapat berjalan 
dengan optimal




Program Kerja TPMPD 
perlu ditindaklanjuti dengan 
berkoordinasi dan kerjasama 
seluruh komponen sehingga 





100,00 Efektif Penguatan kelembagaan 
TPMPD agar menjadi 
benchmark pengambil 
kebijakan pendidikan di daerah  
5 Analisis hasil 
pemetaan (raport 
mutu 2017) menjadi 
informasi mutu 
pendidikan
100,00 Efektif Dilakukan tindak lanjut dan 
analisis kebutuhan untuk 
peningkatan mutu berkelanjutan 






100,00 Efektif Dokumen peta mutu dan 
hasil analisisis peta mutu 
sampai rekomenadsi menjadi 
refernsi dalam perencanaan 






100,00 Efektif Peningkatan kerjasama dengan 
Dunia Usaha dan Dunia 
Industri untuk penegembangan 
potensi siswa berbasis karakter 
dan kewirausahaan
8 Penyusunan Road Map 
/ peta jejak penerapan 
SPMI di seluruh 




Sinkronisasi dan pengembangan 
integrasi SPME dengan sumber 














program TPMPD dengan 
perencanaan program SPMI 
di sekolah dan melaksanakan 
sesuai dengan jadwal yang 
disepakati
10 Monitoring 




Melaksanakan monitoring dan 
evaluasi secara berkala dengan 
melibatkan lebih banyak 
anggota untuk identifikasi 
kendala dan solusi pelaksanaan 
SPME/SPMI
 Secara umum 
kegiatan TPMPD di 
Dinas Pendidikan 
Kota Denpasar





1 Peta Mutu  dan 
Rekomendasi jenjang:
100,00 Efektif Peta mutu untuk sekolah 
dijadikan dasar dan 
sumber data perencanaan 
pengembangan sekolah dalam 
RKS/RKAS dan sebagai bahan 
TPMPD dalam perencanaan 
pengembangan pendidikan 
daerah
2 a. Fasilitasi Sekolah 
melaksanakan SPMI
100,00 Efektif Tindak lanjut hasil failitasi 
TPMPD dalam SPMI di 
sekolah menjadi referensi 
kegiatan SPME yang 
terintegrasi dengan RPJMD 
dan RKT/RKA Daerah
 b. Instrumen fasilitasi 66,67 Cukup 
Efektif
Pengembangan instrumen 
fasilitasi dilakukan berbasis 
kebutuhan kegiatan SPME dan 
SPMI yang relevan 
 c. Kegiatan 
Peningkatan mutu 
berdasarkan Peta mutu 
100,00 Efektif Pendampingan dan monitoring 
kegiatan peningkatan mutu 
perlu dilakukan dengan 
melibatkan lebih banyak stake 
holder dan menjadi agenda 
setiap semester atau tahun 
anggaran yang berjalan
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 d. Strategi 
pengimbasan
100,00 Efektif Koordinasi dan sosialisasi 
SPME perlu ditingkatkan 
untuk menjangkau stake 
holder lain yang relevan 
dalam kapasitasnya untuk 
meningkatkan mutu pendidikan 
di daerah




Secara bertahap TPMPD perlu 
melaksanakan sinkronisasi 
program kerja dalam SPME 
yang disesuaikan dengan 
jadwal dan siklus SPMI di 
masing-masing sekolah
 b.  Pelaksanaan SPMI 
di Sekolah
100,00 Efektif TPMPD mendorong sekolah 
untuk peningkatan mutu dan 
pemenuhan mutu sesuai dengan 
rencana serta penetapan mutu 
dalam standar ya ng baru 
sehingga SPMI menjadi budaya 
sekolah
 Secara umum 
kegiatan TPMPD 
dalam SPME/SPMI 
di SMP 4 Denpasar
90,48 Efektif Menjadi referensi 
penyusunan program 
kerja TPMPD yang 
terintegrasi dengan Rencana 
Pembangunan Daerah
Kabupaten Klungkung
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1 Sosialisasi ke Pejabat 
Dinas Pendidikan/Rapat 
Internal TPMPD
100,00 Efektif Pemahaman para pejabat 
dan petugas TPMPD perlu 
ditingkatkan kualitasnya dalam 
pelayanan SPME di daderahnya
2 Penyusunan SK/Revisi 
SK TPMPD
100,00 Efektif SK dan atau Revisi SK TPMPD 
dipertimbangkan untuk 
penilaian dan peningkatan 
kinerja untuk memberi 
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3 Penyusunan Program 
Kerja TPMPD
100,00 Efektif Program kerja TPMPD perlu 
direview setiap semester atau 
setiap tahun untuk mengetahui 









internal dengan stake holder 
daerah untuk mengembangkan 
kesadaran penjaminan mutu 
pendidikan melalui TPMPD
5 Analisis hasil pemetaan 
(raport mutu 2017) 
menjadi informasi mutu 
pendidikan
100,00 Efektif Dilakukan tindak lanjut 
dan analisis kebutuhan 
untuk peningkatan mutu 








Peta mutu pendidikan 
menjadi referensi utama 
dalam pembuatan rencana 
pembangunan pendidikan 
daerah dan dilengkapai 









komunikasi dengan organisasi 
dan atau in instansi yang 
relevan dan berkepentingan 
untuk peningkatan mutu 
pendidikan 
8 Penyusunan Road Map 
/ peta jejak penerapan 
SPMI di seluruh satuan 
pendidikan di Kab/kota/
Provinsi
100,00 Efektif Tindak lanjut road map (blue 
print) berbasis peta mutu 
pendidikan untuk mencapai 
standar nasional pendidikan 
secara terpadu dan trencana
9 Pendampingan 





program TPMPD dengan 
perencanaan program SPMI 
di sekolah dan melaksanakan 












monitoring dan evaluasi 
sebagai bagian terintegrasi 
dengan perencanaan program 
kerja TPMPD
 Secara umum 









1 Peta Mutu  dan 
Rekomendasi jenjang:
100,00 Efektif Peta mutu untuk sekolah 
dijadikan dasar dan 
sumber data perencanaan 
pengembangan sekolah dalam 
RKS/RKAS dan sebagai bahan 
TPMPD dalam perencanaan 
pengembangan pendidikan 
daerah




Frekuensi dan koordinasi 
kegiatan TPMPD untuk SPMI 
perlu ditingkatkan sebagai 
upaya peningkatan pelayanan 
publik oleh pemerintah daerah 
 b. Instrumen fasilitasi 66,67 Cukup 
Efektif
Pengembangan instrumen 
fasilitasi dilakukan berbasis 
kebutuhan kegiatan SPME dan 
SPMI yang relevan 
 c. Kegiatan 
Peningkatan mutu 
berdasarkan Peta mutu 
33,33 Belum 
Efektif
TPMPD perlu mendorong 
sekolah untuk melaksanakan 
kegiatan pengembangan 
berbasis data dari peta mutu 
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 d. Strategi pengimbasan 33,33 Belum 
Efektif
TPMPD harus berperan 
membimbing sekolah 
dalam SPME/SPMI untuk 
mengimbaskan hasil kegiatan 
peningkatan mutu kepada 
sekolah dan lingkungan 
sekolahnya mengingat SPMP 
adalah menjadi tanggung jawab 
semua




Secara bertahap TPMPD perlu 
melaksanakan sinkronisasi 
program kerja dalam SPME 
yang disesuaikan dengan 
jadwal dan siklus SPMI di 
masing-masing sekolah




Tindak lanjut hasil monitoring 
dan evaluasi menjadi 
rekomendasi yang akan 
digunakan sekolah dalam 
pengembangan SPMI dengan 
Tim Pengembang Penjaminan 
Mutu Pendidikan Sekolah
 Secara umum 
kegiatan TPMPD 
dalam SPME/SPMI di 
SD N 1 Takmung
61,90 Cukup 
Efektif























0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Sosialisasi ke Pejabat Dinas Pendidikan/Rapat…
Penyusunan SK/Revisi SK TPMPD
Penyusunan Program Kerja TPMPD
Pengembangan Kapasitas TPMPD dalam…
Analisis hasil pemetaan (raport mutu 2017)…
Penyusunan Perencanaan/ Rekomendasi…
Pengembangan Kemitraan/kerjasama dalam…
Penyusunan Road Map / peta jejak…
Pendampingan Pelaksanaan SPMI di Satuan…
Monitoring Pelaksanaan SPMI di Satuan…
Rerata
Ketercapaian Kegiatan/Komponen/Indikator (dalam %)









0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Peta Mutu  dan Rekomendasi jenjang:
a. Fasilitasi Sekolah melaksanakan SPMI
b. Instrumen fasilitasi
c. Kegiatan Peningkatan mutu berdasarkan Peta
mutu
d. Strategi pengimbasan
a. Program Kerja TPMPD
b.  Pelaksanaan SPMI di Sekolah
Rerata
Ketercapaian Kegiatan/Komponen/Indikator (dalam %)
Monev TPMPD di SDN 2 Baluk
49



















0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Sosialisasi ke Pejabat Dinas Pendidikan/Rapat…
Penyusunan SK/Revisi SK TPMPD
Penyusunan Program Kerja TPMPD
Pengembangan Kapasitas TPMPD dalam…
Analisis hasil pemetaan (raport mutu 2017)…
Penyusunan Perencanaan/ Rekomendasi…
Pengembangan Kemitraan/kerjasama dalam…
Penyusunan Road Map / peta jejak…
Pendampingan Pelaksanaan SPMI di Satuan…
Monitoring Pelaksanaan SPMI di Satuan…
Rerata
Ketercapaian Kegiatan/Komponen/Indikator (dalam %)









0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Peta Mutu  dan Rekomendasi jenjang:
a. Fasilitasi Sekolah melaksanakan SPMI
b. Instrumen fasilitasi
c. Kegiatan Peningkatan mutu berdasarkan Peta
mutu
d. Strategi pengimbasan
a. Program Kerja TPMPD
b.  Pelaksanaan SPMI di Sekolah
Rerata
Ketercapaian Kegiatan/Komponen/Indikator (dalam %)
Monev TPMPD di SDN 2 Baluk
50
KOLABORASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN










pemahaman untuk seluruh petugas 
TPMPD dalam pelaksanaan 
SPME melalui refresh dan update 
POS dan dokumen pendukung 
lainnya




 SK yang telah ada perlu direvisi 
sesuai dengan tugas dan fungsi 
anggota agar koordinasi kegiatan 
SPME dapat berjalan dengan 
optimal




Program Kerja TPMPD 
perlu ditindaklanjuti dengan 
berkoordinasi dan kerjasama 
seluruh komponen sehingga 







Memerlukan dukungan seluruh 
stake holder untuk menguatkan 
peran TPMPD dan bisa menjadi 
sumber data/informasi yang 
dibutuhkan untuk penjaminan 
mutu pendidikan di daerah 
5 Analisis hasil 
pemetaan (raport 





dilaksanakan analisisi untuk 
mengindentifikasi kekuatan 
dan kelemahan sebagai bahan 








Peta mutu pendidikan menjadi 
referensi utama dalam pembuatan 
rencana pembangunan pendidikan 
daerah dan dilengkapai 








Pelaksanaan tindak lanjut 
dari dokumen atau penyiapan 
dokumen kerjasama (MOU) 
dengan stake holder yang relevan
8 Penyusunan Road Map 
/ peta jejak penerapan 
SPMI di seluruh 




Melengkapi infrastruktur road 
map dan perencanaan peningktan 
mutu pendidikan melalui 
pengembangan sistem informasi 











Sinkronisasi perencanaan program 
TPMPD dengan perencanaan 
program SPMI di sekolah dan 
melaksanakan sesuai dengan 
jadwal yang disepakati
10 Monitoring 




Melaksanakan monitoring dan 
evaluasi secara berkala dengan 
melibatkan lebih banyak anggota 
untuk identifikasi kendala dan 
solusi pelaksanaan SPME/SPMI
 Secara umum 






Perlu ditingkatkan sehingga 
dipakai sebagai referensi dalam 





1 Peta Mutu  dan 
Rekomendasi jenjang:
100,00 Efektif Peta mutu untuk sekolah 
dijadikan dasar dan sumber data 
perencanaan pengembangan 
sekolah dalam RKS/RKAS dan 
sebagai bahan TPMPD dalam 
perencanaan pengembangan 
pendidikan daerah
2 a. Fasilitasi Sekolah 
melaksanakan SPMI
100,00 Efektif Tindak lanjut hasil failitasi 
TPMPD dalam SPMI di sekolah 
menjadi referensi kegiatan SPME 
yang terintegrasi dengan RPJMD 
dan RKT/RKA Daerah
 b. Instrumen fasilitasi 100,00 Efektif Penyempurnaan dan 
pengembangan instrumen 
diperlukan untuk memotret 
peningkatan mutu pendidikan 
secara berkelanjutan dengan 
akomodasi indikator-indikator 
pencapaian SNP yang baru
 c. Kegiatan 
Peningkatan mutu 
berdasarkan Peta mutu 
100,00 Efektif Pendampingan dan monitoring 
kegiatan peningkatan mutu perlu 
dilakukan dengan melibatkan 
lebih banyak stake holder dan 
menjadi agenda setiap semester 
atau tahun anggaran yang berjalan
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 d. Strategi 
pengimbasan
100,00 Efektif Koordinasi dan sosialisasi 
SPME perlu ditingkatkan untuk 
menjangkau stake holder lain yang 
relevan dalam kapasitasnya untuk 
meningkatkan mutu pendidikan di 
daerah
3 a. Program Kerja 
TPMPD
100,00 Efektif Program kerja fasilitasi dan atau 
pendampingan SPMI di sekolah 
harus terintegrasi dengan program 
kerja TPMPD dalam SPME dan 
kualitas sebaran sekolah yang 
didampingi harus menyeluruh 
 b.  Pelaksanaan SPMI 
di Sekolah
100,00 Efektif TPMPD mendorong sekolah 
untuk peningkatan mutu dan 
pemenuhan mutu sesuai dengan 
rencana serta penetapan mutu 
dalam standar ya ng baru sehingga 
SPMI menjadi budaya sekolah
 Secara umum 
kegiatan TPMPD 
dalam SPME/SPMI 
di SD N 2 Baluk
100,00 Efektif Menjadi referensi penyusunan 
program kerja TPMPD yang 
terintegrasi dengan Rencana 
Pembangunan Daerah
Kabupaten Karangasem
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pemahaman untuk seluruh 
petugas TPMPD dalam 
pelaksanaan SPME melalui 
refresh dan update POS dan 
dokumen pendukung lainnya




 SK yang telah ada perlu direvisi 
sesuai dengan tugas dan fungsi 
anggota agar koordinasi kegiatan 
SPME dapat berjalan dengan 
optimal




Program Kerja TPMPD 
perlu ditindaklanjuti dengan 
berkoordinasi dan kerjasama 
seluruh komponen sehingga 







Memerlukan dukungan seluruh 
stake holder untuk menguatkan 
peran TPMPD dan bisa menjadi 
sumber data/informasi yang 
dibutuhkan untuk penjaminan 
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5 Analisis hasil 
pemetaan (raport 





dilaksanakan analisisi untuk 
mengindentifikasi kekuatan 
dan kelemahan sebagai bahan 








Peta mutu pendidikan menjadi 
referensi utama dalam pembuatan 
rencana pembangunan pendidikan 
daerah dan dilengkapai 








Pelaksanaan tindak lanjut 
dari dokumen atau penyiapan 
dokumen kerjasama (MOU) 
dengan stake holder yang relevan
8 Penyusunan Road Map 
/ peta jejak penerapan 





Melengkapi infrastruktur road 
map dan perencanaan peningktan 
mutu pendidikan melalui 
pengembangan sistem informasi 
terpadu pelaksanaan SPMI di 
sekolah
9 Pendampingan 





program TPMPD dengan 
perencanaan program SPMI di 
sekolah dan melaksanakan sesuai 
dengan jadwal yang disepakati
10 Monitoring 




Melaksanakan monitoring dan 
evaluasi secara berkala dengan 
melibatkan lebih banyak anggota 
untuk identifikasi kendala dan 
solusi pelaksanaan SPME/SPMI
 Secara umum 






Perlu ditingkatkan sehingga 
dipakai sebagai referensi dalam 










Peta mutu sekolah perlu 
dianalisis lebih lanjut untuk 
mendapatkan gambaran kekuatan 
dan kelemahan pencapaian SNP 
sebagai bahan rekomendasi 
pihak sekolah dalam SPMI dan 
pihak external dalam SPME 
dalam meningkatkan mutu secara 
berkelanjutan




Perlu dilakukan upaya yang 
sistematis dan terencana sehingga 
sekolah mendapat pendampingan 
dan bimbingan TPMPD dalam 
melaksanakan SPMI sesuai 
dengan pedoman umum yang 
ditetapkan
 b. Instrumen fasilitasi 33,33 Belum 
Efektif
Perlu dilengkapai dengan 
instrumen fasilitasi agar kegiatan 
SPME dan SPMI dapat terukur 
tingkat keberhasilannya
 c. Kegiatan 
Peningkatan mutu 
berdasarkan Peta mutu 
33,33 Belum 
Efektif
TPMPD perlu mendorong 
sekolah untuk melaksanakan 
kegiatan pengembangan berbasis 
data dari peta mutu sehingga 
sekolah dapat meningkatkan 
akuntabilitas dan kinerja




TPMPD harus berperan 
membimbing sekolah 
dalam SPME/SPMI untuk 
mengimbaskan hasil kegiatan 
peningkatan mutu kepada sekolah 
dan lingkungan sekolahnya 
mengingat SPMP adalah menjadi 
tanggung jawab semua




TPMPD perlu membantu 
dan bersama sekolah 
mengembangkan program kerja 
yang terukur dan terencana dan 
mempunyai komitmen dalam 
tanggung jawab masing-masing 
pelaksana untuk peningkatan 
mutu pendidikan di sekolah dan 
daerah
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TPMPD melakukan fasilitasi 
dan pendampingan agar SPMI 
dapat dilaksanakan sesuai dengan 
siklus yang direncanakan
 Secara umum 
kegiatan TPMPD 
dalam SPME/SPMI 
di SMP N 1 Abang
38,10 Belum 
Efektif
Intervensi kebijakan dengan 
membentuk satuan tugas 
khusus untuk pendampingan 
SPMI di sekolah
TPMPD Provinsi Bali
Gambar 3.20. Ketercapaian Hasil Monev TPMPD Provinsi Bali
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1 Sosialisasi ke Pejabat 
Dinas Pendidikan/
Rapat Internal TPMPD
100,00 Efektif Pemahaman para pejabat 
dan petugas TPMPD perlu 
ditingkatkan kualitasnya dalam 
pelayanan SPME di daderahnya




 SK yang telah ada perlu direvisi 
sesuai dengan tugas dan fungsi 
anggota agar koordinasi kegiatan 
SPME dapat berjalan dengan 
optimal
3 Penyusunan Program 
Kerja TPMPD
100,00 Efektif Program kerja TPMPD perlu 
direview setiap semester atau 
setiap tahun untuk mengetahui 








Membangun komunikasi internal 
dengan stake holder daerah untuk 
mengembangkan kesadaran 
penjaminan mutu pendidikan 
melalui TPMPD
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5 Analisis hasil pemetaan 
(raport mutu 2017) 




Melaksanakan upaya dan 
kerjasama stake holder dan 
TPMPD agar dapat melaksanakan 
rekapitulasi dan pemetaan mutu 








Perlu dilaksanakan upaya yang 
serius untuk mengembangkan 
peta mutu pendidikan mengingat 
keputusan perencanaan sangat 







Membangun jaringan komunikasi 
dengan organisasi dan atau 
in instansi yang relevan 
dan berkepentingan untuk 
peningkatan mutu pendidikan 
8 Penyusunan Road Map 
/ peta jejak penerapan 





Sinkronisasi dan pengembangan 
integrasi SPME dengan sumber 
informasi pelaksanaan SPMI di 
sekolah
9 Pendampingan 




Membangun jaringan komunikasi 
dan informasi tentag pentingnya 
pelasanaan SPMI dan SPME 
dalam penjaminan mutu 
pendidikan daerah
10 Monitoring 





monitoring dan evaluasi sebagai 
bagian terintegrasi dengan 
perencanaan program kerja 
TPMPD
 Secara umum 
















Peta mutu sekolah perlu 
dianalisis lebih lanjut untuk 
mendapatkan gambaran 
kekuatan dan kelemahan 
pencapaian SNP sebagai 
bahan rekomendasi pihak 
sekolah dalam SPMI dan pihak 
external dalam SPME dalam 
meningkatkan mutu secara 
berkelanjutan




Perlu dilakukan upaya yang 
sistematis dan terencana 
sehingga sekolah mendapat 
pendampingan dan bimbingan 
TPMPD dalam melaksanakan 
SPMI sesuai dengan pedoman 
umum yang ditetapkan
 b. Instrumen fasilitasi 66,67 Cukup 
Efektif
Pengembangan instrumen 
fasilitasi dilakukan berbasis 
kebutuhan kegiatan SPME dan 
SPMI yang relevan 
 c. Kegiatan 
Peningkatan mutu 
berdasarkan Peta mutu 
66,67 Cukup 
Efektif
TPMPD perlu memfasilitasi 
kegiatan peningkatan mutu 
berbasis analisis peta mutu 
sehingga upaya peningkatan 
mutu dilaksanakan sesuai 
dengan pedoman dan regulasi 
yang ada




TPMPD harus berperan 
membimbing sekolah 
dalam SPME/SPMI untuk 
mengimbaskan hasil kegiatan 
peningkatan mutu kepada 
sekolah dan lingkungan 
sekolahnya mengingat SPMP 
adalah menjadi tanggung jawab 
semua
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TPMPD perlu membantu 
dan bersama sekolah 
mengembangkan program kerja 
yang terukur dan terencana dan 
mempunyai komitmen dalam 
tanggung jawab masing-masing 
pelaksana untuk peningkatan 
mutu pendidikan di sekolah dan 
daerah




TPMPD melakukan fasilitasi 
dan pendampingan agar 
SPMI dapat dilaksanakan 
sesuai dengan siklus yang 
direncanakan
 Secara umum 
kegiatan TPMPD 
dalam SPME/





Intervensi kebijakan dengan 
membentuk satuan tugas 
khusus untuk pendampingan 
SPMI di sekolah
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TUGAS utama TPMPD sebagai wakil Pemerintah Daerah dalam penjaminan mutu pendidikan, yang meliputi: (1) Pemetaan Mutu Pendidikan, (2) Penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan di Daerah, (3) Pengembangan Organisasi Penjaminan 
Mutu di Daerah, (4) Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan, (5) Pengembangan 
Sekolah Model dan Pengimbasannya, (6) Pengembangan Kerjasama dengan 
Pemangku Kepentingan Lain, dan (7) Monitoring dan Evaluasi Implementasi 
SPMPDM di Daerah, (8) Kebutuhan Kompetensi SDM Dalam Pelaksanaan 
SPMDM oleh Pemerintah Daerah, dan (9) Roadmap Sekolah Budaya Mutu
Langkah dalam Monitoring dan Evaluasi dimulai dengan Identifikasi 
Substansi Monev   (Langkah 1) dan diakhiri dengan Penyusunan Laporan Monev 
(Langkah 7). Setelah identifikasi, langkah kedua adalah penyusunan instrumen 
monev. Selanjutnya dilakukan Penyusunan Rancangan Monev (Langkah 3), 
Penyiapan Instruktur dan SDM (Langkah 4), Penyusunan Jadwal Monev 
(Langkah 5), dan Pelaksanaan Monev (Langkah 6). Monev dilakukan dengan 
observasi, wawancara dan diskusi. Observasi dilakukan dengan melakukan 
pengamatan langsung implementasi PMP dengan menggunakan instrumen yang 
telah disiapkan. Wawancara dapat dilakukan dengan metode in-depth interview, 
sedangkan diskusi dilakukan melalui focus group discussion (FGD)
Secara umum hampir semua tugas Team Penjaminan Mutu Pendidikan oleh 





























Tabel 4.1. Rekapitulasi Hasil Analisis Monev TPMPD di Kabupaten/Kota dan Provinsi
No Kabupaten/Kota/Provinsi Ketercapaian (%) Kategori
1 Gianyar 73,33 Efektif
2 Bangli 73,33 Efektif
3 Tabanan 70 Efektif
4 Badung 73,33 Efektif
5 Buleleng 70 Efektif
6 Denpasar 80 Efektif
7 Jembrana 66,67 Cukup Efektif
8 Klungkung 73,33 Efektif
9 Karangasem 66,67 Cukup Efektif
10 Provinsi Bali 50 Belum Efektif
  
Gambar 4.1. Rekapitulasi Hasil Analisis Monev TPMPD Kabupaten/Kota dan Provinsi
 
Secara umum kegiatan Team Penjaminan  Mutu Pendidikan oleh Pemerintah 
Daerah sudah dilaksanakan dengan optimal, dengan capaian efektifitas antara 
66,67-80 atau dalam kategori cukup efektif sampai efektif. Khusus untuk TPMPD 
di Provinsi Bali secara umum pelaksanaan belum optimal dengan capaian 
efektifitas 50% dan kategori belum efektif. 
Efektifitas pelaksanaan tertinggi dicapai oleh Denpasar dengan capaian 
efektifitas 80% dengan kategori efektif, sedangkan efektifitas terendah dicapai 
oleh TPMPD Provinsi Bali dengan capaian efektifitas 50% atau dengan kategori 
belum efektif.
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Dari hasil analisis hasil monev untuk TPMPD beberapa temuan yang perlu 
mendapat perhatian antara lain: 
Kabupaten Gianyar:
 Hampir semua komponen sudah mencapai cukup efektif: pelaksanaan 
sosialisasi TPMPD, adanya SK/Penetapan TPMPD dari pejabat terkait; adanya 
program kerja TPMPD; adanya kegiatan pengembangan TPMPD; terdapatnya 
penyusunan rencana pemenuhan mutu; pengembangan kemitraan dan kerjasama 
dalam pemenuhan mutu; adanya draft road map di seluruh satuan pendidikan; 
terselenggaranya pendampingan di sekolah model dan pelaksanaan monitoring 
di satuan pendidikan; serta dilaksanakannya analisis hasil  pemetaan mutu secara 
komprehensif. Semua komponen tersebut perlu ditingkatkan terutama dalam 
penyusunan rencana kemitraan dan kerjasama dalam pemenuhan mutu dan 
peningkatan intensitas pendampingan di semua satuan pendidikan. Sementara 
kegiatan analisis hasil pemetaan (raport mutu) menjadi informasi mutu pendidikan 
perlu dipertahankan dan dilanjutkan sehingga perencanaan pemenuhan mutu  di 
semua satuan pendidikan di kabupaten Gianyar menjadi komprehensif.
 Berdasarkan hal-hal tersebut beberapa rekomendasi untuk kabupaten 
Gianyar adalah sebagai berikut: peningkatan kompetensi penjaminan mutu 
pendidikan bagi seluruh staf dan stake holder pendidikan dalam pelaksaaan  sistem 
penjaminan mutu eksternal; perlunya melaksanakan review terhadap program 
semester secara berkala atau per semester dengan tujuan mengetahui tingkat 
keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan; perlunya peta mutu dijadikan 
referensi utama dalam pembuatan rencana pembangunan pendidikan daerah 
yang dilengkapi dengan kajian kebutuhan; perjanjian kerjasama dan kemitraan 
yang sudah disepakati perlu ditindak lanjuti dan dikembangkan bersama stake 
holder lainnya; melengkapi infrastruktur road map melalui pengembangan sistem 
informasi; sinkronisasi perencanaan program TPMPD dengan program SPMI 
di satuan pendidikan; dan integrasi kegiatan TPMPD ke dalam masing-masing 
Renstra OPD dan integrasi ke dalam RPJMD dan RKT/RKA kabupaten Gianyar.
Kabupaten Bangli
 Ada beberapa komponen belum efektif: monitoring pelaksanaan SPMI 
di satuan pendidikan dan pendampingan SPMI di satuan pendidikan. Komponen 
tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan padatahap awal 
untuk semua satuan pendidikan.  Komponen yang mencapai cukup efektif antara 
lain:  pelaksanaan sosialisasi TPMPD, adanya SK/Penetapan TPMPD dari 
pejabat terkait; adanya program kerja TPMPD; adanya kegiatan pengembangan 
TPMPD; terdapatnya penyusunan rencana pemenuhan mutu; pengembangan 
kemitraan dan kerjasama dalam pemenuhan mutu; adanya draft road map di 
seluruh satuan pendidikan; serta dilaksanakannya analisis hasil  pemetaan mutu 
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secara komprehensif. Beberapa komponen tersebut perlu ditingkatkan terutama 
dalam penyusunan rencana kemitraan dan kerjasama dalam pemenuhan mutu dan 
peningkatan intensitas pendampingan di semua satuan pendidikan. Sementara 
kegiatan analisis hasil pemetaan (raport mutu) menjadi informasi mutu pendidikan 
perlu dipertahankan dan dilanjutkan sehingga perencanaan pemenuhan mutu 
di semua satuan pendidikan di kabupaten Bangli menjadi komprehensif dan 
terintegrasi.
 Berdasarkan hal-hal tersebut beberapa rekomendasi untuk kabupaten 
Bangli adalah sebagai berikut: melaksanakan pendampingan pengembangan 
SPMI  dan monitoring pelaksanaan SPMI di semua satuan pendidikan; 
peningkatan kompetensi penjaminan mutu pendidikan bagi seluruh staf dan 
stake holder pendidikan dalam pelaksaaan  sistem penjaminan mutu eksternal; 
perlunya melaksanakan review terhadap program semester secara berkala atau 
per semester dengan tujuan mengetahui tingkat keberhasilan dalam peningkatan 
mutu pendidikan; perlunya peta mutu dijadikan referensi utama dalam pembuatan 
rencana pembangunan pendidikan daerah yang dilengkapi dengan kajian 
kebutuhan; perjanjian kerjasama dan kemitraan yang sudah disepakati perlu 
ditindak lanjuti dan dikembangkan bersama stake holder lainnya; melengkapi 
infrastruktur road map melalui pengembangan sistem informasi; sinkronisasi 
perencanaan program TPMPD dengan program SPMI di satuan pendidikan; dan 
integrasi kegiatan TPMPD ke dalam RPJMD dan RKT/RKA kabupaten Bangli.
Kabupaten Tabanan
 Ada beberapa komponen belum efektif: monitoring pelaksanaan SPMI 
di satuan pendidikan dan pendampingan SPMI di satuan pendidikan. Komponen 
tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan padatahap awal 
untuk semua satuan pendidikan.  Komponen yang mencapai cukup efektif antara 
lain:  pelaksanaan sosialisasi TPMPD, adanya SK/Penetapan TPMPD dari 
pejabat terkait; adanya program kerja TPMPD; adanya kegiatan pengembangan 
TPMPD; terdapatnya penyusunan rencana pemenuhan mutu; pengembangan 
kemitraan dan kerjasama dalam pemenuhan mutu; adanya draft road map di 
seluruh satuan pendidikan; serta dilaksanakannya analisis hasil  pemetaan mutu 
secara komprehensif. Beberapa komponen tersebut perlu ditingkatkan terutama 
dalam penyusunan rencana kemitraan dan kerjasama dalam pemenuhan mutu dan 
peningkatan intensitas pendampingan di semua satuan pendidikan. Sementara 
kegiatan analisis hasil pemetaan (raport mutu) menjadi informasi mutu pendidikan 
perlu dipertahankan dan dilanjutkan sehingga perencanaan pemenuhan mutu 
di semua satuan pendidikan di kabupaten Tabanan menjadi komprehensif dan 
terintegrasi.
 Berdasarkan hal-hal tersebut beberapa rekomendasi untuk kabupaten 
Tabanan adalah sebagai berikut: melaksanakan pendampingan pengembangan 
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SPMI  dan monitoring pelaksanaan SPMI di semua satuan pendidikan; 
peningkatan kompetensi penjaminan mutu pendidikan bagi seluruh staf dan 
stake holder pendidikan dalam pelaksaaan  sistem penjaminan mutu eksternal; 
perlunya melaksanakan review terhadap program semester secara berkala atau 
per semester dengan tujuan mengetahui tingkat keberhasilan dalam peningkatan 
mutu pendidikan; perlunya peta mutu dijadikan referensi utama dalam pembuatan 
rencana pembangunan pendidikan daerah yang dilengkapi dengan kajian 
kebutuhan; perjanjian kerjasama dan kemitraan yang sudah disepakati perlu 
ditindak lanjuti dan dikembangkan bersama stake holder lainnya; melengkapi 
infrastruktur road map melalui pengembangan sistem informasi; sinkronisasi 
perencanaan program TPMPD dengan program SPMI di satuan pendidikan; dan 
integrasi kegiatan TPMPD ke dalam RPJMD dan RKT/RKA kabupaten Tabanan.
Kabupaten Badung
 Beberapa komponen sudah mencapai cukup efektif: pelaksanaan 
sosialisasi TPMPD, adanya SK/Penetapan TPMPD dari pejabat terkait; adanya 
program kerja TPMPD; adanya kegiatan pengembangan TPMPD; terdapatnya 
penyusunan rencana pemenuhan mutu; pengembangan kemitraan dan kerjasama 
dalam pemenuhan mutu; adanya draft road map di seluruh satuan pendidikan; 
terselenggaranya pendampingan di sekolah model dan pelaksanaan monitoring 
di satuan pendidikan; serta dilaksanakannya analisis hasil  pemetaan mutu secara 
komprehensif. Tiga komponen yang belum efektif dan perlu mendapat pehatian 
khusus adalah: pelaksanaan monitoring pelaksanaan SPMI di masing-masing 
satuan pendidikan; pengembangan kemitraan dan kerjasama dengan stake holer 
pendidikan dan peningkatan kapasitas SDM untuk kompetensi sistem penjaminan 
mutu pendidikan. Semua komponen tersebut perlu ditingkatkan terutama dalam 
penyusunan rencana kemitraan dan kerjasama dalam pemenuhan mutu dan 
peningkatan intensitas pendampingan di semua satuan pendidikan. Sementara 
kegiatan analisis hasil pemetaan (raport mutu) menjadi informasi mutu pendidikan 
perlu dipertahankan dan dilanjutkan sehingga perencanaan pemenuhan mutu  di 
semua satuan pendidikan di kabupaten Badung menjadi komprehensif.
 Berdasarkan hal-hal tersebut beberapa rekomendasi untuk kabupaten 
Badung adalah sebagai berikut: peningkatan kompetensi penjaminan mutu 
pendidikan bagi seluruh staf dan stake holder pendidikan dalam pelaksaaan  sistem 
penjaminan mutu eksternal; perlunya melaksanakan review terhadap program 
semester secara berkala atau per semester dengan tujuan mengetahui tingkat 
keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan; perlunya peta mutu dijadikan 
referensi utama dalam pembuatan rencana pembangunan pendidikan daerah 
yang dilengkapi dengan kajian kebutuhan; perjanjian kerjasama dan kemitraan 
yang sudah disepakati perlu ditindak lanjuti dan dikembangkan bersama stake 
holder lainnya; melengkapi infrastruktur road map melalui pengembangan sistem 
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informasi; sinkronisasi perencanaan program TPMPD dengan program SPMI di 
satuan pendidikan; dan integrasi kegiatan TPMPD ke dalam RPJMD dan RKT/
RKA kabupaten Badung.
Kabupaten Buleleng
 Beberapa komponen dan dimensi yang dimonitoring sudah menunjukkan 
hasil cukup efektif: pelaksanaan sosialisasi TPMPD, adanya SK/Penetapan 
TPMPD dari pejabat terkait; adanya program kerja TPMPD. Beberapa komponen 
belum bisa dikatakan efektif: adanya kegiatan pengembangan TPMPD; 
terdapatnya penyusunan rencana pemenuhan mutu; pengembangan kemitraan 
dan kerjasama dalam pemenuhan mutu; adanya draft road map di seluruh satuan 
pendidikan; terselenggaranya pendampingan di sekolah model dan pelaksanaan 
monitoring di satuan pendidikan; dilaksanakannya analisis hasil  pemetaan 
mutu secara komprehensif; penyusunan perencanaan dan rekomendasi TPMPD; 
penyusunan road map perencanaan pemenuhan mutu. Semua komponen tersebut 
perlu ditingkatkan terutama dalam penyusunan rencana kemitraan dan kerjasama 
dalam pemenuhan mutu dan peningkatan intensitas pendampingan di semua 
satuan pendidikan. Sementara kegiatan analisis hasil pemetaan (raport mutu) 
menjadi informasi mutu pendidikan perlu dipertahankan dan dilanjutkan sehingga 
perencanaan pemenuhan mutu  di semua satuan pendidikan di kabupaten Buleleng 
menjadi komprehensif.
 Berdasarkan hal-hal tersebut beberapa rekomendasi untuk kabupaten 
Buleleng adalah sebagai berikut: membangun komunikasi internal dengan stake 
holder daerah untuk mengembangkan kesadaran penjaminan mutu pendidikan; 
pelaksanaan yang serius pemetaan mutu pendidikan mengingat data mutu 
merupakan tulang punggung perencanaan pendidikan yang penting; membangun 
jaringan komunikasi dan informasi tentang pentingnya pelaksanaan SPMI dan 
SPME dalam penjaminan mutu pendidikan di daerah; peningkatan kompetensi 
penjaminan mutu pendidikan bagi seluruh staf dan stake holder pendidikan 
dalam pelaksaaan  sistem penjaminan mutu eksternal; perlunya melaksanakan 
review terhadap program semester secara berkala atau per semester dengan 
tujuan mengetahui tingkat keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan; 
perlunya peta mutu dijadikan referensi utama dalam pembuatan rencana 
pembangunan pendidikan daerah yang dilengkapi dengan kajian kebutuhan; 
perjanjian kerjasama dan kemitraan yang sudah disepakati perlu ditindak lanjuti 
dan dikembangkan bersama stake holder lainnya; melengkapi infrastruktur road 
map melalui pengembangan sistem informasi; sinkronisasi perencanaan program 
TPMPD dengan program SPMI di satuan pendidikan; sosialisasi dan desiminasi 
kegiatan TPMPD kepada semua pemangku kepentingan di daerah serta integrasi 
ke dalam perencanaan pembangunan kabupaten Buleleng.
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Kota Denpasar
 Hampir semua komponen sudah mencapai cukup efektif: pelaksanaan 
sosialisasi TPMPD, adanya SK/Penetapan TPMPD dari pejabat terkait; adanya 
program kerja TPMPD; adanya kegiatan pengembangan TPMPD; terdapatnya 
penyusunan rencana pemenuhan mutu; pengembangan kemitraan dan kerjasama 
dalam pemenuhan mutu; adanya draft road map di seluruh satuan pendidikan; 
terselenggaranya pendampingan di sekolah model dan pelaksanaan monitoring 
di satuan pendidikan; serta dilaksanakannya analisis hasil  pemetaan mutu secara 
komprehensif. Semua komponen tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan 
terutama dalam monitoring dan evaluasi pelaksnaan SPMI di satuan pendidikan, 
penyusunan rencana kemitraan dan kerjasama dalam pemenuhan mutu dan 
peningkatan intensitas pendampingan di semua satuan pendidikan. Sementara 
kegiatan analisis hasil pemetaan (raport mutu) menjadi informasi mutu pendidikan 
perlu dipertahankan dan dilanjutkan sehingga perencanaan pemenuhan mutu  di 
semua satuan pendidikan di kota Denpasar menjadi lebih progresif
 Berdasarkan hal-hal tersebut beberapa rekomendasi untuk kota Denpasar 
adalah sebagai berikut: peningkatan kompetensi penjaminan mutu pendidikan 
bagi seluruh staf dan stake holder pendidikan dalam pelaksaaan  sistem 
penjaminan mutu eksternal; perlunya melaksanakan review terhadap program 
semester secara berkala atau per semester dengan tujuan mengetahui tingkat 
keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan; perlunya peta mutu dijadikan 
referensi utama dalam pembuatan rencana pembangunan pendidikan daerah 
yang dilengkapi dengan kajian kebutuhan; perjanjian kerjasama dan kemitraan 
yang sudah disepakati perlu ditindak lanjuti dan dikembangkan bersama stake 
holder lainnya; melengkapi infrastruktur road map melalui pengembangan sistem 
informasi; sinkronisasi perencanaan program TPMPD dengan program SPMI di 
satuan pendidikan; dan integrasi kegiatan TPMPD ke dalam rencana strategis 
oraginasi dan perangkat daerah yang relevan untuk penjaminan mutu pendidikan 
dan integrasi ke dalam RPJMD dan RKT/RKA kota Denpasar di tahun-tahun 
yang akan datang
Kabupaten Klungkung
 Ada beberapa komponen belum efektif: monitoring pelaksanaan SPMI 
di satuan pendidikan dan pendampingan SPMI di satuan pendidikan. Komponen 
tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan padatahap awal 
untuk semua satuan pendidikan.  Komponen yang mencapai cukup efektif antara 
lain:  pelaksanaan sosialisasi TPMPD, adanya SK/Penetapan TPMPD dari 
pejabat terkait; adanya program kerja TPMPD; adanya kegiatan pengembangan 
TPMPD; terdapatnya penyusunan rencana pemenuhan mutu; pengembangan 
kemitraan dan kerjasama dalam pemenuhan mutu; adanya draft road map di 
seluruh satuan pendidikan; serta dilaksanakannya analisis hasil  pemetaan mutu 
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secara komprehensif. Beberapa komponen tersebut perlu ditingkatkan terutama 
dalam penyusunan rencana kemitraan dan kerjasama dalam pemenuhan mutu dan 
peningkatan intensitas pendampingan di semua satuan pendidikan. Sementara 
kegiatan analisis hasil pemetaan (raport mutu) menjadi informasi mutu pendidikan 
perlu dipertahankan dan dilanjutkan sehingga perencanaan pemenuhan mutu  di 
semua satuan pendidikan di kabupaten Klungkung menjadi komprehensif dan 
terintegrasi.
 Berdasarkan hal-hal tersebut beberapa rekomendasi untuk kabupaten 
Klungkung adalah sebagai berikut: melaksanakan pendampingan pengembangan 
SPMI  dan monitoring pelaksanaan SPMI di semua satuan pendidikan; 
peningkatan kompetensi penjaminan mutu pendidikan bagi seluruh staf dan 
stake holder pendidikan dalam pelaksaaan  sistem penjaminan mutu eksternal; 
perlunya melaksanakan review terhadap program semester secara berkala atau 
per semester dengan tujuan mengetahui tingkat keberhasilan dalam peningkatan 
mutu pendidikan; perlunya peta mutu dijadikan referensi utama dalam pembuatan 
rencana pembangunan pendidikan daerah yang dilengkapi dengan kajian 
kebutuhan; perjanjian kerjasama dan kemitraan yang sudah disepakati perlu 
ditindak lanjuti dan dikembangkan bersama stake holder lainnya; melengkapi 
infrastruktur road map melalui pengembangan sistem informasi; sinkronisasi 
perencanaan program TPMPD dengan program SPMI di satuan pendidikan; 
dan integrasi kegiatan TPMPD ke dalam RPJMD dan RKT/RKA kabupaten 
Klungkung.
Kabupaten Jembrana
 Jika dilihat dari hasil analisis hasil monitoring dan evaluasi TPMPD 
Jembrana, sebenarnya sudah menggambarkan ketercapaian komponen secara 
merata yaitu pada kategori efektif dengan catatan beberapa sub komponen baru 
mencapai cukup efektif: pelaksanaan sosialisasi TPMPD, adanya SK/Penetapan 
TPMPD dari pejabat terkait; adanya program kerja TPMPD; adanya kegiatan 
pengembangan TPMPD; terdapatnya penyusunan rencana pemenuhan mutu; 
pengembangan kemitraan dan kerjasama dalam pemenuhan mutu; adanya draft 
road map di seluruh satuan pendidikan; terselenggaranya pendampingan di sekolah 
model dan pelaksanaan monitoring di satuan pendidikan; serta dilaksanakannya 
analisis hasil  pemetaan mutu secara komprehensif. Tiga komponen yang belum 
efektif dan perlu mendapat pehatian khusus adalah: pelaksanaan monitoring 
pelaksanaan SPMI di masing-masing satuan pendidikan; pengembangan 
kemitraan dan kerjasama dengan stake holer pendidikan dan peningkatan kapasitas 
SDM untuk kompetensi sistem penjaminan mutu pendidikan. Semua komponen 
tersebut perlu ditingkatkan terutama dalam penyusunan rencana kemitraan dan 
kerjasama dalam pemenuhan mutu dan peningkatan intensitas pendampingan di 
semua satuan pendidikan. Sementara kegiatan analisis hasil pemetaan (raport 
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mutu) menjadi informasi mutu pendidikan perlu dipertahankan dan dilanjutkan 
sehingga perencanaan pemenuhan mutu  di semua satuan pendidikan di kabupaten 
Jembrana menjadi komprehensif.
 Berdasarkan hal-hal tersebut beberapa rekomendasi untuk kabupaten 
Jembrana adalah sebagai berikut: peningkatan kompetensi penjaminan mutu 
pendidikan bagi seluruh staf dan stake holder pendidikan dalam pelaksaaan  sistem 
penjaminan mutu eksternal; perlunya melaksanakan review terhadap program 
semester secara berkala atau per semester dengan tujuan mengetahui tingkat 
keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan; perlunya peta mutu dijadikan 
referensi utama dalam pembuatan rencana pembangunan pendidikan daerah 
yang dilengkapi dengan kajian kebutuhan; perjanjian kerjasama dan kemitraan 
yang sudah disepakati perlu ditindak lanjuti dan dikembangkan bersama stake 
holder lainnya; melengkapi infrastruktur road map melalui pengembangan sistem 
informasi; sinkronisasi perencanaan program TPMPD dengan program SPMI di 
satuan pendidikan; dan integrasi kegiatan TPMPD ke dalam RPJMD dan RKT/
RKA kabupaten Jembrana
Kabupaten Karangasem
 Secara umum pencapaian komponen TPMPD dalah tahap cukup 
efektif sampai efektif, antara lain beberapa komponen sudah mencapai cukup 
efektif: pelaksanaan sosialisasi TPMPD, adanya SK/Penetapan TPMPD dari 
pejabat terkait; adanya program kerja TPMPD; adanya kegiatan pengembangan 
TPMPD; terdapatnya penyusunan rencana pemenuhan mutu; pengembangan 
kemitraan dan kerjasama dalam pemenuhan mutu; adanya draft road map di 
seluruh satuan pendidikan; terselenggaranya pendampingan di sekolah model 
dan pelaksanaan monitoring di satuan pendidikan; serta dilaksanakannya analisis 
hasil  pemetaan mutu secara komprehensif. Tiga komponen yang belum efektif 
dan perlu mendapat pehatian khusus adalah: pelaksanaan monitoring pelaksanaan 
SPMI di masing-masing satuan pendidikan; pengembangan kemitraan dan 
kerjasama dengan stake holer pendidikan dan peningkatan kapasitas SDM untuk 
kompetensi sistem penjaminan mutu pendidikan. Semua komponen tersebut perlu 
ditingkatkan terutama dalam peningkatan kompetensi SDM dalam penjaminan 
mutu, penyusunan rencana kemitraan dan kerjasama dalam pemenuhan mutu dan 
peningkatan intensitas pendampingan di semua satuan pendidikan. Sementara 
kegiatan analisis hasil pemetaan (raport mutu) menjadi informasi mutu pendidikan 
perlu dipertahankan dan dilanjutkan sehingga perencanaan pemenuhan mutu  di 
semua satuan pendidikan di kabupaten Karangasem menjadi fokus pada proses 
dan output.
 Dengan demikian dalam upaya pemenuhan mutu sataun pendidikan 
yang difasilitasi oleh TPMD Karangasem beberapa rekomendasi dapat diberikan 
sebagai berikut: peningkatan kompetensi penjaminan mutu pendidikan bagi 
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seluruh staf dan stake holder pendidikan dalam pelaksaaan  sistem penjaminan 
mutu eksternal; perlunya melaksanakan review terhadap program semester secara 
berkala atau per semester dengan tujuan mengetahui tingkat keberhasilan dalam 
peningkatan mutu pendidikan; perlunya peta mutu dijadikan referensi utama 
dalam pembuatan rencana pembangunan pendidikan daerah yang dilengkapi 
dengan kajian kebutuhan; perjanjian kerjasama dan kemitraan yang sudah 
disepakati perlu ditindak lanjuti dan dikembangkan bersama stake holder lainnya; 
melengkapi infrastruktur road map melalui pengembangan sistem informasi; 
sinkronisasi perencanaan program TPMPD dengan program SPMI di satuan 
pendidikan; dan integrasi kegiatan TPMPD ke dalam Renstra masing-masing 
Organisasi Perangkat Daerah yang relevan dan integrasi ke dalam RPJMD dan 
RKT/RKA kabupaten Karangasem
Provinsi Bali
 Sesuai dengan Undanng-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, maka Provinsi Bali c.q. Dinas Pendidikan melaksanakan 
urusan Pendidikan Menengah (SMA dan SMK) dan Pendidikan Khusus 
sehingga terdapat konsekuensi untuk menyelenggarakan penjaminan mutu 
pendidikan melalu pengembangan Team Penjaminan Mutu Pendidikan oleh 
Pemerintah Daerah (TPMPD).  Dari hasil analisis hasil monitoring dan 
evaluasi TPMPD Provinsi Bali adalah sebagai berikut:dominasi pencapaian tiap 
komponen masih berada pada posisi belum sampai cukup efektif: pelaksanaan 
sosialisasi TPMPD, adanya SK/Penetapan TPMPD dari pejabat terkait; adanya 
program kerja TPMPD; adanya kegiatan pengembangan TPMPD; terdapatnya 
penyusunan rencana pemenuhan mutu; pengembangan kemitraan dan kerjasama 
dalam pemenuhan mutu; adanya draft road map di seluruh satuan pendidikan; 
terselenggaranya pendampingan di sekolah model dan pelaksanaan monitoring 
di satuan pendidikan; serta dilaksanakannya analisis hasil  pemetaan mutu 
secara komprehensif. Semua komponen yang belum efektif dan perlu mendapat 
pehatian khusus seperti pendampingan SPMI di sekolah, pelaksanaan monitoring 
pelaksanaan SPMI di masing-masing satuan pendidikan; pengembangan 
kemitraan dan kerjasama dengan stake holer pendidikan dan peningkatan kapasitas 
SDM untuk kompetensi sistem penjaminan mutu pendidikan. Semua komponen 
tersebut perlu ditingkatkan terutama dalam penyusunan rencana kemitraan dan 
kerjasama dalam pemenuhan mutu dan peningkatan intensitas pendampingan di 
semua satuan pendidikan. Sementara kegiatan analisis hasil pemetaan (raport 
mutu) menjadi informasi mutu pendidikan perlu dipertahankan dan dilanjutkan 
sehingga perencanaan pemenuhan mutu  di semua satuan pendidikan di Provinsi 
Bali menjadi komprehensif.
 Berdasarkan hal-hal tersebut beberapa rekomendasi untuk Provinsi Bali 
adalah sebagai berikut: mereview secara keseluruhan tahap-tahap dan prosedur 
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penegmbangan TPMPD sesuai dengan juknis dan regulasi yang relevan dengan 
cara peningkatan kompetensi penjaminan mutu pendidikan bagi seluruh staf dan 
stake holder pendidikan dalam pelaksaaan  sistem penjaminan mutu eksternal; 
perlunya melaksanakan review terhadap program semester secara berkala atau 
per semester dengan tujuan mengetahui tingkat keberhasilan dalam peningkatan 
mutu pendidikan; perlunya peta mutu dijadikan referensi utama dalam pembuatan 
rencana pembangunan pendidikan daerah yang dilengkapi dengan kajian 
kebutuhan; perjanjian kerjasama dan kemitraan yang sudah disepakati perlu 
ditindak lanjuti dan dikembangkan bersama stake holder lainnya; melengkapi 
infrastruktur road map melalui pengembangan sistem informasi; sinkronisasi 
perencanaan program TPMPD dengan program SPMI di satuan pendidikan; dan 
integrasi kegiatan TPMPD ke dalam RPJMD dan RKT/RKA Provinsi Bali
 Sesuai dengan juknis dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan 
Nomor 28 Tahun 2016, satuan pendidikan harus menjalankan budaya mutu 
pendidikan. Guna mencapai terjadinya budaya mutu di satuan pendidikan, satuan 
pendidikan akan disiapkan dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan dan Lembaga 
Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di wilayah provinsi. Guna menjamin 
terlaksananya penjaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah, perlu dikembangkan suatu sistem dan mekanisme implementasi 
penjaminan mutu pendidikan untuk memberi arahan/pedoman bagi semua 
pemangku kepentingan dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan. 
Dengan demikian TPMPD menjadi mediator dan fasilitator yang sangat penting 
dalam penjaminan mutu pendidikan. 
Berkaitan dengan hal tersebut dalam kerangka triangulasi hasil monitoring 
dan evaluasi TPMPD perlu dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu konfirmasi 
kepada salah satu satuan pendidikan di wilayah binaan dengan hasil analisis 
secara umum sebagai berikut:
Tabel 4.2. Rekapitulasi Hasil Analisis Monev  TPMPD di Satuan Pendidikan
No Kabupaten/Kota/Provinsi Ketercapaian (%) Kategori
1 SD N 1 Temesi, Gianyar 66,67 cukup efektif
2 SD N 3 Bunutin Bangli 47,62 cukup efektif
3 SD N 2 Buahan, Tabanan 66,67 cukup efektif
4 SD N 1 Abianbase, Badung 42,86 cukup efektif
5 SD N 2 Banyuasri 38,1 belum efektif
6 SMP N 4 Denpasar 90,48 Efektif
7 SD N 1 Takmung, Klungkung 61,9 cukup efektif
8 SD N 2 Baluk, Jembrana 100 Efektif
9 SMP N 1 Abang, Karangasem 38,1 belum efektif
10 SMKN 2 Sukawati 47,62 belum efektif
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 Gambar 4.2. Hasil Analisis Monev TPMPD di Satuan Pendidikan
 Secara umum hasil analisis ketercapaian dari monev TPMPD di masing-
masing satuan pendidikan yang mewakili wilayah binaan mendapat gambaran 
sebagai berikut: Disparitas ketercapaian relatif tinggi antar satuan pendidikan 
(38,10-100), Hal ini disebabkan sebaran jenjang satuan pendidikan yang berbeda 
(SD/SMP/SMK) dan persepsi serrta kompetensi dari masing-masing anggota 
TPMPD yang mewakili pada saat dilaksanakan monitoring dan evaluasi TPMPD 
di masing-masing satuan pendidikan yang ditentukan. Hasil tertinggi dihasilkan 
oleh SMPN 4 Denpasar (90,48 dengan kategori efektif) dan hasil terendah 
diperoleh oleh SDN 2 Banyuasri, Kabupaten Buleleng dan SMPN 1 Abang, 
Kabupaten Karangasem (38,1 dengan kategori belum efektif). 
 Dari hasil analisis di atas nampak pencapaian TPMPD dari hasil monev di 
satuan pendidikan adalah lebih kecil jika dibandingkan dengan hasil pencapaian 
TPMPD di Dinas Pendidikan karena perbedaan komponen yang dimonitoring 
dan dievaluasi.  Dengan demikian hasil monev TPMPD di satuan pendidikan 
tidak cukup representatif untuk dikomparasi dengan hasil monev TPMPD di 
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Kesimpulan
Dari kajian hasil analisis monitoring dan evaluasi Team Pemjaminan Mutu 
Pendidkan oleh Pemerintah Daerah dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Monitoring dan evaluasi TPMPD diperlukan untuk memastikan 
implementasi TPMPD dalam penjaminan mutu pendidikan sesuai 
dengan petunjuk teknis dan regulasi yang relavan dalam tugasnya 
antara lain: (1) Pemetaan Mutu Pendidikan, (2) Penyusunan Rencana 
Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan di Daerah, (3) Pengembangan 
Organisasi Penjaminan Mutu di Daerah, (4) Fasilitasi Peningkatan Mutu 
Pendidikan, (5) Pengembangan Sekolah Model dan Pengimbasannya, 
(6) Pengembangan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan Lain, 
dan (7) Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPMPDM di Daerah, 
(8) Kebutuhan Kompetensi SDM Dalam Pelaksanaan SPMDM oleh 
Pemerintah Daerah, dan (9) Roadmap Sekolah Budaya Mutu
2. Pencapaian kegiatan dan impelementasi TPMPD Kabupaten/Kota adalah 
cukup efektif sampai efektif yang terdiri dari: Cukup Efektif (TPMPD 
Kabupaten Jembrana dan TPMPD Kabupaten Karangasem); Efektif ( 
TPMPD  Kabupaten Gianyar, TPMPD Kabupaten Badung, TPMPD 
Kabupaten Tabanan, TPMPD Kabupaten Bangli, TPMPD Kabupaten 
Buleleng, dan TPMPD Kota Denpasar); 
3. Pencapaian implementasi TPMPD Provinsi Bali belum efektif yang 
disebabkan oleh faktor transisi dan konsolidasi migrasi pendidikan 
menengah (jenjang SMA/SMK) baru dimulai Tahun 2017 sesuai dengan 
PP 18 Tahun 2016 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah 
4. Kolaborasi penjaminan mutu pendidikan antara daerah dan pusat 
adalah menjadi keniscayaan karena penjaminan dan peningkatan mutu 
pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggung jawab satuan 
pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah daerah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta 
peran serta masyarakat. Pada level Pemerintah Pusat (selanjutnya 
disebut Pemerintah) penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan 
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dasar dan menengah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri 
serta instansi terkait lainnya. Pada level Pemerintah Daerah Provinsi 
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP dan Kantor 
Wilayah Kementerian Agama, sedangkan pada level pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
Saran
Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan 
bebeberapa saran sebagai berikut:
1. Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali c.q Dinas 
Pendidikan, agar menindaklanjuti hasil temuan kajian analisis hasil 
Monev TPMPD  ini dalam merencanakan pembangunan bidang 
pendidikan melalui pemenuhan standar nasional pendidikan berbasis 
peta mutu dan rekomendasi TPMPD dalam implementasi penjaminan 
mutu pendidikan. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM pendidikan di 
semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang relevan memerlukan 
koordinasi dan kerjasama melalui pengembangan TPMPD
2. Kepada Pemerintah Provinsi Bali disarankan untuk merevitalisasi 
TPMPD yang sudah ada agar kinerja mereka bisa meningkat, dan 
implementasi kegiatan TPMPD mengacu kepada petunjuk teknis yang 
relevan sesuai amanat Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Referensi 
dan rekomendasi TPMPD adalah sangat penting dalam peningkatan dan 
penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
3. Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, c.q. Lembaga 
Penjaminan Mutu Pendidikan Bali, agar memanfaatkan hasil kajian 
analisis monev TPMPD ini sebagai bahan informasi dan data dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penjaminan mutu 
pendidikan berbasis peta mutu yang dihasilkan dalam Sistem Penjaminan 
Mutu Internal dan Eksternal yang terintegrasi secara nasional. LPMP 
Bali juga dapat membantu memfasilitasi terselenggaranya tugas-tugas 
TPMPD sesuai dengan petunjuk teknis dan regulasi. LPMP Bali dapat 
memanfaatkan hasil kajian ini menjadi referensi dalam fasilitasi kegiatan 
yang relevan dengan tugas TPMPD untuk penjaminan mutu pendidikan 
di daerah kabupaten/kota dan wilayah provinsi
4. Kepada peneliti dan pemerhati pendidikan yang lain disarankan 
memanfaatkan hasil kajan ini sebagai pembanding dan informasi 
78
KOLABORASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Kajian Hasil Analisis Monev SPME-TPMPD
tambahan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dan 
bekerjasama dengan pemerintah daerah.
Rekomendasi
Beberapa rekomendasi dihasilkan dari kajian hasil monitoring dan evaluasi 
Team Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:
1. Untuk TPMPD Kabupaten Jembrana dan Karangasem rekomendasi 
perbaikan dalam hal-hal sebagai berikut: menindaklanjuti program kerja 
yang telah dibuat terutama menjalankan SPME (sistem penjaminan mutu 
eksternal); memperkuat dukungan stake holder agar TPMPD berperan 
optimal; melaksanakan SWOT untuk rekomendasi perencanaan 
pendidikan berbasis peta mutu yang dihasilkan; melengkapi infrastruktur 
road map perencanaan pendidikan melalui pengembangan sistem 
informasi berbasis ICT; melaksanakan monitoring dan evaluasi SPMI di 
satuan pendidikan di wilayah binaan masing-masing
2. Untuk TPMPD Kabupaten Gianyar, Bangli, Klungkung, Buleleng, 
Tabanan, Badung dan Kota Denpasar beberapa rekomendasi diberikan 
sebagai berikut: menguatkan fungsi dan peran TPMPD sehingga menjadi 
benchmark pengambilan keputusan pada perencanaan pendidikan 
daerah; mengembangkan jaringan kerjasama dengan dunia usaha dan 
dunia industri sebagai bridging program penyediaan dan peningkatan 
kompetensi untuk penjaminan mutu pendidikan daerah; melaksanakan 
tindak lanjut dan analisis kebutuhan berbasis peta mutu pendidikan 
dalam perencanaan pemenuhan mutu di satuan pendidikan binaan; 
3. Untuk TPMPD Provinsi Bali rekomendasi yang diberikan adalah sebagai 
berikut: membangun komunikasi internal dengan stake holder pendidkan 
di provinsi untuk awareness penjaminan mutu pendidikan melaui 
TPMPD; melaksnakan pemetaan mutu pendidikan berbasis evaluasi diri 
sekolah sebagai tulang punggung pemutahiran data pokok pendidikan 
jenjang menengah; melaksanakn pendampingan implementasi SPMI di 
satuan pendidikan wilayah binaan.
4. Untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q LPMP Bali, 
rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: mendorong 
dan memfasilitasi pengembangan TPMPD sesuai dengan petunjuk teknis 
dengan prinsip kolaboratif dan koordinatif; memastikan bahwaa sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dapat dilaksanakan 
melalui kerjasama pelaksanaan SPMI/SPME dengan TPMPD kabupaten/
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